BAB |
PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan
proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat yang telah ditetapkan dalam
Target APBD Tahun 2022.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Semarang dalam
penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan tetap mengacu Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, entitas pelaporan wajib

menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

b. Neraca

c. Laporan Operasional (LO)

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Selain laporan pokok di atas, Laporan Keuangan juga dilampiri dengan Laporan Keuangan BLUD
dan Dana Non APBD Kota Semarang (Dana Dekosentrasi, Dana Tugas Pembantuan, BPJS,
Asuransi dari Pihak Ketiga, Global Fund, DII).

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Maksud disusunnya laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Walikota Semarang
atau pengelola keuangan yang laporannya dibuat terstruktur mengenai posisi keuangan dan

transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan.

b. Tujuan pelaporan keuangan Pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk
pengambilan keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang
dipercaya dengan cara:

1) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.

2) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai
seluruh pengeluaran.

3) Menyediakan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan
entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

4) Menyediakan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan
mencukupi kebutuhan kasnya.
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5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan
sumber-sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang
berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami
kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa
Jogjakarta;

2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
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12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
5155);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4577);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5533;

20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

21.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
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diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah;

24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 33);

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah;

27.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2013 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);

28.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

29.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Semarang tahun 2017
Nomor 13);

30.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018
Nomor 10);

31.Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun
2016 Nomor 38);

32.Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kota Semarang Tahun 2018

33.Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun
2018 Nomor 71);
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34.Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2018 Nomor 70);

35.Peraturan Walikota Semarang Nomor 89 tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 90);

36.Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Nomor 52 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2017 Nomor 62).

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan urutan sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
BAB Il  Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD
2.1 Ekonomi makro
2.2 Kebijakan keuangan
2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah
2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah
2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah
2.2.4 Hambatan dan rencana tindaklanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam

pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB 11l  KebijakanAkuntansi
3.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah
3.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
3.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
3.4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening/Akun
BAB IV  Penjelasan Pos—Pos Laporan Keuangan
4.1 Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
4.2 Penjelasan atas pos-pos Neraca
4.3 Penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional
4.4 Penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
4.5 Penjelasan atas dana non-APBD Kota Semarang
4.5.1 Dana dari APBN
4.5.2 Dana dari APBD-I
4.5.3 Dana Global Fun
BAB YV  Pengungkapan Penting Lainnya
BAB VI Penutup
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BAB 11
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1EKONOMI MAKRO

Selain untuk menciptakan perekonomian yang seimbang dan ideal, ada beberapa tujuan

pasti dalam ekonomi makro. antara lain sebagai berikut:

Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini turut menciptakan Pertumbuhan Ekonomi
Tujuan pertama kebijakan ekonomi makro adalah untuk menciptakan pertumbuhan
ekonomi yang maksimal. Hal itu diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nasional
secara optimal. Sehingga, kegiatan perekonomian akan terus meningkat dalam jangka
panjang. Artinya demgan adanya peningkatan dalam kegiatan produksi hal tersebut
tentunya akan berpengaruh pada meningkatnya kesejahteraan dan pendapatan per kapita

masyarakat di Kota Semarang.

Ekonomi makro juga bertujuan untuk menstabilkan perekonomian . Bisa dikatakan stabil
apabila saat ekonomi suatu daerah dapat mencapai keseimbangan pada neraca pembayaran
dan permintaan persediaan barang. Kestabilan ekonomi akan menjadi cerminan kondisi
dan kemampuan ekonomi suatu daerah. Mengembangkan Kapasitas Produksi Nasional
Dengan berkembangnya kapasitas produksi, negara akan mampu meningkatkan

pertumbuhan serta pembangunan ekonominya.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN
2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah
2.2.1.1 Kebijakan Pendapatan Murni

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta ditegaskan dalam Permendagri
Nomor 31Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2017, Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan serta Lain-Lain Pendapatan. Semua pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD
dengan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan
dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Semarang
Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan
perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum
penerimaannya.

2. Penganggaran pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilaksanakan dengan memerhatikan hal-hal
sebagai berikut:

o Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi yang tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan potensi yang ada;

e Penganggaran pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
dilaksanakan dengan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan

daerah yang dipisahkan serta memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau
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manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Untuk BUMD yang menjalankan fungsi
pemupukan laba (profit oriented) diupayakan untuk terus menghasilkan keuntungan atau
deviden bagi Pemerintah Kota Semarang melalui peningkatan kemampuan manajemen
pengelolaan bisnis BUMD. Untuk BUMD yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum
(public service oriented) diarahkan untuk meningkatkan kualitas maupun cakupan layanan
dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

e Penganggaran Lain-Lain PAD Yang Sah dilaksanakan dengan memperhatikan realisasi kinerja
capaian pendapatan tahun sebelumnya dan ketentuan yang mengatur tentang substansi rincian
obyek pendapatan terkait. Rencana pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) disusun sesuai
dengan Rencana Bisnis Anggaran.

Penataan performance budgeting melalui penataan sistem penyusunan dan pengelolaan
anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian kinerja secara efisien, efektif dan
berkesinambungan;

Penganggaran pendapatan yang berasal dari pos Dana Perimbangan disusun dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

e Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden
mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Presiden belum
ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran
2020. Apabila Peraturan Presiden diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud
pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau dicantumkan
dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Pada saat
penyusunan KUA, Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022
belum diperoleh sehingga didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021

e Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden
tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai alokasi DAK TA 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun
Anggaran 2021 diterbitkan setelah peraturan  daerah  tentang APBD  Tahun
Anggaran 2020 ditetapkan, maka harus dilakukan penyesuaian alokasi DAK dimaksud
dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Walikota tentang penjabaran
APBD tahun anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran
2022 atau dicantumkan dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD tahun
anggaran 2022. Dikarenakan saat penyusunan KUA, alokasi anggaran DAK belum ada,
maka pendapatan dari DAK belum diperhitungkan. Jika Peraturan Presiden atau Peraturan
Menteri Keuangan tentang pagu alokasi DAK telah ditetapkan oleh Pemerintah, maka
pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses
pembahasan RAPBD dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk
teknis DAK tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.

e Penganggaran pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBHCHT TA. 2020 dan Peraturan
Gubernur mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020. Apabila
peraturan tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak
didasarkan pada realisasi pendapatan tiga tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2016,

Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014. Karena Peraturan Menteri Keuangan
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atau Peraturan Gubernur yang mengatur alokasi pagu definitif DBHCHT belum keluar
pada saat disusunnya KUA, maka alokasi DBHCHT ditetapkan dengan memperhatikan
alokasi DBHCHT di tahun anggaran 2014, tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran
2016.

5. Penganggaran pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dilaksanakan dengan memperhatikan

hal-hal sebagai berikut:

Pendapatan pada pos Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi yang berasal dari Pajak Rokok
pada KUA disusun dengan mempertimbangkan realisasi alokasi di tahun 2016 karena
belum ada informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai alokasi ke daerah untuk
Tahun Anggaran 2017. Jika informasi resmi tentang pagu alokasi Pajak Rokok telah
ditetapkan, maka pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan
pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi yang berasal dari bagi Hasil Pajak
Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil
dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta Bagi Hasil Pajak dari Pajak Air
Permukaan disusun dengan mempertimbangkan realisasi alokasi di tahun 2021. Jika
informasi resmi tentang pagu alokasi bagi hasil pajak provinsi tersebut telah diterima,
maka dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan
RAPBD dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pendapatan yang berasal dari Dana Insentif Daerah pada KUA belum diperhitungkan.
Jika besaran anggaran untuk Dana Insentif Daerah telah ditetapkan maka akan
disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada petunjuk
pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis tanpa perlu melakukan perubahan Nota
Kesepakatan KUA dan PPAS.

Pendapatan daerah yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi, baik yang bersifat
umum maupun bersifat khusus pada KUA belum diperhitungkan sebagai pendapatan
karena pada saat penyusunan dokumen KUA, alokasi bantuan Keuangan yang bersumber
dari APBD Provinsi Jawa Tengah belum ditetapkan. Setelah pagu alokasi Bantuan
Keuangan Provinsi Jawa Tengah ditetapkan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun
2019, maka pagu alokasi tersebut beserta kewajiban-kewajiban pendampingan yang
dipersyaratkan dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses
pembahasan RAPBD dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku tanpa perlu
melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.

.2.1.1.2 Kebijakan Pendapatan Perubahan

Pendapatan daerah pada semester kedua tahun 2022 diupayakan dapat meningkat terutama dari pos

Pendapatan Asli Daerah. Untuk pendapatan yang berasaldari dana transfer pemerintah pusat,

dilakukan penyesuaian sesuaidengan kebijakan dari Pemerintah Pusat. Pada Perubahan APBD TA

2022, kebijakanpendapatan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1.

Melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara

rasional dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester |
tahun 2022;

Penyesuaian kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun

Provinsi. Penerimaan pendapatan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dilakukan penyesuaian

dengan realisasi transfer yang masuk sesuai dengan realisasi fisik/kontrak pekerjaan. Secara total,

anggaran dari Dana Perimbangan berkurang sebesar Rp. 24.368.259.798.

Catatan Atas Laporan Keuangan (Cal K) Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2022 8



2.1.2 Kebijakan Belanja Daerah

2.1.2.1 Kebijakan Belanja Daerah Murni

1.

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang
menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan perundang- undangan.

Belanja daerah disusun dengan memperhatikan target pencapaian RPJIMD Tahun 2016-2022,
dengan upaya untuk meningkatkan belanja langsung yang berdampak langsung kepada
peningkatan kesejahteraan masyrakat serta penyelesaian permasalahan perkotaan yang ada
Belanja daerah disusun berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2020 yang tercantum
dalam RKPD Tahun 2020, terutama untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait
pelayanan dasar yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi kepada
pencapaian indikator kinerja yang direncanakan untuk meningkatkan akuntabilitas serta
efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dana DAK vyang telah disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kota Semarang dan
belum seluruhnya digunakan atau dihabiskan akan dianggarkan kembali dalam APBD
Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

v Apabila target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan
dalam APBD Tahun Anggaran 2022 untuk menambah volume/target capaian program dan
kegiatan pada bidang DAK yang sama dan/atau untuk mendanai kegiatan pada bidang
DAK tertentu sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun
anggaran sebelumnya atau petunjuk teknis Tahun Anggaran 2022.

v" Apabila target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan

dalam APBD Tahun Anggaran 2023 untuk mendanai kegiatan yang sesuai pada bidang
DAK yang sama sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis yang
berlaku sesuai ketentuan.
Dana yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Bantuan
Keuangan Provinsi yang telah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah
Kota Semarang dan belum seluruhnya digunakan atau dihabiskan akan dianggarkan
kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2023.

Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan

pelaksanaan program dan kegiatan dan bersifat penunjang bagi pencapaian tujuan dan sasaran

pembangunan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga,

belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan

belanja tak terduga. Kebijakan untuk belanja tidak langsung di tahun 2020, diarahkan pada hal-hal

sebagai berikut:

1.

Di tahun 2022 belanja gaji PNSD disusun dengan mengantisipasi accress dan kenaikan gaji
pokok / tunjangan-tunjangan serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas,
disamping itu juga penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon PNSD
sesuai formasi pegawai yang dibutuhkan di tahun 2022;

Penganggaran untuk belanja pegawai dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD mengacu
kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif
pimpinan dan anggota DPRD;

Anggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan di tahun 2019 direncanakan tetap dengan

berpedoman pada ketetapan tentang tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS di lingkungan
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Pemerintah Kota Semarang. TPP ini diberikan kepada PNS dengan memperhatikan Kinerja
pegawai yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian TPP ini bertujuan untuk

meningkatkan kinerja PNS;

4. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mempedomani Peraturan
Pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

5. Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2019
dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada
partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan.
Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

6. Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya
tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan
pengaruh Pemerintah. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan
memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan
yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya yang disebabkan oleh bencana alam atau

bencana lainnya.

7. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota
Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. Penganggaran hibah dan bansos di tahun 2019 dilaksanakan
dengan mempertimbangkan juga ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah

dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Belanja Langsung

Belanja langsung di tahun 2022 diarahkan melalui kebijakan sebagai berikut:

1. Penganggaran Belanja Langsung disusun dengan berpedoman pada Perda Nomor 11 Tahun
2017 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2022.

Catatan Atas Laporan Keuangan (Cal K) Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2022 10



2. Penganggaran belanja langsung diimplementasikan melalui program dan kegiatan berdasarkan
prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2019, RPJMD 2016-2022 dan
RPJPD 2005-2025 dengan memperhatikan isu-isu strategis dan permasalahan mendesak yang
harus ditangani di tahun 2020;

3. Penganggaran Belanja Langsung disusun berdasarkan target capaian kinerja yang jelas dan
terukur yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan
memperjelas efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran;

4. Penganggaran Belanja Langsung disusun menurut Perangkat Daerah dan kewenangannya yang
telah ditetapkan sebelumnya;

5. Belanja untuk BOK Puskesmas dianggarkan pada program dan kegiatan di SKPD Dinas
Kesehatan;

6. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, dilakukan pembatasan Belanja Pegawai
untuk Honorarium ASN dan belanja perjalanan dinas.

7. Pengadaan Pegawai Non ASN serta pemberian Honorarium Non ASN disusun dengan
memperhatikan kebutuhan nyata, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian
sasaran program, kegiatan dan sasaran Kinerja;

8. Penganggaran belanja perjalanan dinas, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan
dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, dibatasi frekuensi dan jumlah harinya serta
memperhatikan target kinerja yang ingin dicapai dari perjalanan dinas tersebut;

9. Penganggaran Belanja Langsung disusun dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan
rasionalitas dalam rangka pencapaian sasaran program dan kegiatan secara efektif dan efisien;
10.Untuk pekerjaan-pekerjaan yang memenuhi kriteria kegiatan tahun jamak, akan dianggarkan

melalui mekanisme tahun jamak;

11.Dalam rangka mendukung tercapainya keterpaduan kebijakan dan prioritas pembangunan Kota
Semarang dengan kebijakan dan prioritas pembangunan diProvinsi dan Nasional, dilakukan
sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
di tahun 2020;

12.Pekerjaan pengadaan serta biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pengadaan tersebut
dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2.2 Kebijakan Belanja Daerah Perubahan
Keterbatasan kemampuan keuangan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 perlu
dilaksanakan kebijakan belanja daerah yang diarahkan pada:

1. Penyesuaian terhadap kebijakan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat;

2. Efisiensi terhadap belanja daerah yang memungkinkan untuk dilakukan efisiensi  dengan tetap
mengutamakan pelayanan ke masyarakat;

3. Belanja yang berasal dari dana perimbangan dan bantuan keuangan Provinsi dialokasikan
sesuai peruntukkannya dengan mengacu pada ketentuan penggunaan dana tersebut;

4. Belanja yang berasal dari SiLPA APBD TA 2022 yang telah ditetapkan penggunaannya,
dialokasikan sesuai dengan ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang
berlaku;

5. Kegiatan pada Perubahan APBD TA 2022 disusun dengan memerhatikan sisa waktu
pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran;

6. Pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar
obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan
kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan

umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA,;
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2.3

2.2.2

. INDIKATOR CAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.2.1 KEBIJAKAN PROGRAM

Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan Langkah penting
untuk menterjemahkan visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Semarang dalam program-program pembangunan daerah. Untuk
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan telah ditetapkan arah kebijakan yang menjadi acuan
perencanaan pembangunan tahunan. Dalam rangka mewujudkan Tujuan pertama RPJIMD Kota
Semarang tahun 2016-2022 yaitu Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan
Berbudaya dicapai melalui peningkatan aksesibilitas pendidikan dan derajat kesehatan
masyarakat.

Mendasarkan strategi dan tema pembangunan yang telah dirumuskan maka rumusan arah
kebijakan urusan kesehatan tahun 2022 diarahkan pada :

Strategi Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan arah kebijakan: peningkatan promosi
kesehatan masyarakat dan lingkungan, peningkatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan,
peningkatan sumberdaya dan informasi kesehatan serta pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular dan tidak menular;

Strategi pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin dengan arah kebijakan: peningkatan
cakupan jaminan kesehatan.

Adapun Program dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Bidang
Kesehatan adalah sebagai berikut :

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
Program ini diarahkan pada peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan
penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan serta diarahkan untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya
masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. Program ini diarahkan
pada peningkatan kompetensi (kemampuan) individu untuk melaksanakan tugas, fungsi dan
kewenangan dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman. Program ini diarahkan
pada pengelolaan berbagai upaya untuk menjamin keamanan, mutu sediaan farmasi, alat
kesehatan dan makanan minuman industri rumah tangga.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Program ini diarahkan pada upaya
untuk menumbuhkan kesadaran kemauan dan mengembangkan pengetahuan, sikap dan
perilaku masyarakat agar lebih berkemampuan dalam mengatasi permasalahan kesehatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan

untuk memenuhi ketersediaan kebutuhan sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas kinerja

perangkat daerah.

HASIL YANG DICAPAI

Pembangunan Kesehatan merupakan komponen penting dalam pembangunan kualitas
sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan manusia adalah
sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan,
khususnya dalam pendapatan, Kesehatan dan Pendidikan. Pembangunan manusia sebagai
ukuran Kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui tiga dimensi dasar. Dimensi

tersebut mencakup umur Panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge)
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dan kehidupan yang layak (decent standard of living). Indikator dimensi umur panjang dan
hidup sehat adalah usia saat lahir (AHH).

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam
meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan
pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan
program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan,
kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Angka harapan hidup (AHH) Kota Semarang tahun 2022 adalah 77,51 tahun, atau lebih
lama 0,19 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Dengan
angka harapan hidup 77,51 tahun, artinya perkiraan bayi-bayi yang dilahirkan menjelang
tahun 2022 akan dapat hidup sampai 77 atau 78 tahun. Pencapaian AHH dalam kurun waktu 5
tahun menunjukkan tren membaik atau dapat diartikan bahwa tingkat Kesehatan masyarakat

Kota Semarang semakin berkualitas, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

ANGKA HARAPAN HIDUP KOTA SEMARANG

NO TAHUN AHH
1. 2017 77,21
2. 2018 77,23
3. 2019 77,25
4. 2020 77,34
5. 2022 77,51

Sumber data : Indeks Pembangunan Manusia Kota Semarang 2021
BPS Kota Semarang

a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Capaian kinerja pada urusan wajib kesehatan program ini adalah sebagai berikut :

PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN TAHUN 2022

No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total_
Pencapaian
1 |Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 95.69 %
Jumlah Total J.lf_mtlalh Yang Belum
PERSENTASE PENCAPAIAN ota 80.00 %
PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Yang Harus Yang Terlavan
Dilayani Terlayani y
* Jumlah yang Harus Dilayani : 164.287 164.287 0 100%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 15.69 %

Jumlah yang [Jumlah yang|Jumlah yang

78.46 %
harus dilayani | terlayani belum

terlayani
-1 -2 -3
1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, 164.287 164.287 0 100.00 %

kolesterol

2 . Instrumen Geriatric Depression Scale
(GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test
(AMT) dan Instrumen Activity Daily Living 164.287 164.287 0 100.00 %
(ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna
Pasien Geriatri (P3G)

3 . Buku kesehatan lansia 164.287 164.287 0 100.00 %
4 . Dokter 405 219 186 54.07 %
5 . Bidan 1.265 1.205 60 95.26 %
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6 . Perawat 2.666 2.666 0 100.00 %
7 . Ahli Gizi 161 66 95 40.99 %
8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat 377 377 0 100.00 %
9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih 760 120 640 15.79 %
JUMLAH 498.495 497.514 981 706.11 %

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

No Indikator Kinerja / Jenis Layanan Indikator Pencapaian / Output Total_
SPM Pencapaian
2. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 98.55 %
Jumlah Total Jumlah Yang Belum
PERSENTASE PENCAPAIAN Total
PENERIMA LAYANAN DASAR Yang Harus Yang 80.00 %
0 .
e Dilayani Terlayani Terlayani
* Jumlah yang Harus Dilayani : 290.910 290.910 0 100%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | 18.55%
Jumlah
Jumlah yang yang Jumlah yang
harus dilayani | terlayani [belum terlayani| 92.76 %
-1 -2 -3
1 . Pedoman pengendalian Hipertensi
dan media Komunikasi, Informasi, 74 74 0 100.00 %
Edukasi (KIE)
2 . Tensimeter 74 74 0 100.00 %
3 . Formulir pencatatan dan pelaporan
aplikasi Sistem Informasi Penyakit 290.912 290.912 0 100.00 %
Tidak Menular (SIPTM)
4 . Dokter 405 219 186 54.07 %
5 . Bidan 1.265 1.205 60 95.26 %
6 . Perawat 2.666 2.666 0 100.00 %
7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat 377 377 0 100.00 %
JUMLAH 295.773 295.527 246 649.33 %

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL

No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total_
Pencapaian
3. [Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 97.26 %
Jumlah Total Jflj_glflh Yang Belum
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA 80.00 %
LAYANAN DASAR (80%) R
Yang Harus Yang Terlavani
Dilayani Terlayani y
* Jumlah yang Harus Dilayani : 40.623 40.623 0 100%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 17.26 %
Jumlah yang [Jumlah yangf{Jumlah yang
86.29 %
. . . belum
harus dilayani | terlayani terlayani
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1 . Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas

Alkohol, Lancet 40.628 40.628 0 100.00 %

2 . Formulir pencatatan dan pelaporan
aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak 40.628 40.628 0 100.00 %
Menular (SIPTM)

3 . Pedoman dan media Komunikasi,

Informasi, Edukasi (KIE) “ “ 0 100.00 %
4 . Dokter 405 219 186 54.07 %
5 . Bidan 1.265 1.205 60 95.26 %
6 . Perawat 2.666 2.666 0 100.00 %
7 . Ahli Gizi 161 66 95 40.99 %
8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat 377 377 0 100.00 %
JUMLAH 86.204 85.863 341 690.32 %

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL

No [Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total_
Pencapaian
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 99.36 %
Jumlah Total [Jumlah Total Bre EIiS?n
PERSENTASE PENCAPAIAN 80.00 %
PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Yang Harus Yang . P
. . .| Terlayani
Dilayani Terlayani
* Jumlah yang Harus Dilayani : 4.218 4.218 0 100%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 19.36 %
Jumlah
Jumlah yang |Jumlah yang yang
harus dilayani | terlayani belum. 96.79 %
terlayani
-1 -2 -3

1. Buku Pedoman Diagnosis
Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ I11)
atau Buku Pedoman Diagnosis 37 37 0 100.00 %
Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila
sudah tersedia)

2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi 37 37 0 100.00 %
3 . Penyediaan formulir pencatatan dan 4218 4218 0 100.00 %
pelaporan

4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi 74 74 0 100.00 %
(KIE)

5 . Dokter dan/atau perawat t_erlatlh jiwa 56 47 9 83.93 %
dan/atau tenaga kesehatan lainnya

JUMLAH 4.422 4.413 9 483.93 %
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No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total_
Pencapaian
5. [Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 98.70 %
Jumlah Total Jumiah Yang Belum
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA Total 80.00 %
LAYANAN DASAR (80%) Yang Harus Yang Terl . ' 0
Dilayani Terlayani eriayan
* Jumlah yang Harus Dilayani : 37.270 37.270 0 100%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 18.70 %
Jumlah yang [Jumlah yang|Jumlah yang
. . . belum 93.52 %
harus dilayani | terlayani .
terlayani
-1 -2 -3
1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, 124 124 0 100.00 %
Banner)
2 . Reagen Zn TB 109 109 0 100.00 %
SNég/lasker jenis rumah tangga dan Masker 183.001 183.001 0 100.00 %
4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai
(Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu 21.619 21.619 0 100.00 %
Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering
5 . Catridge tes cepat molekuler 29.450 29.450 0 100.00 %
6 . Formulir pencatatan dan pelaporan 41.606 41.606 0 100.00 %
7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur 62 62 0 100.00 %
(SOP)
8 . Dokter/ QO!(ter spesialis penyakit dalam/ 13 13 0 100.00 %
dokter spesialis paru
9 . Perawat 7.962 7.962 0 100.00 %
10 . Analis Teknik Laboratorium Medik 0
(ATLM) 703 703 0 100.00 %
11 . Penata Rontgen 46 46 0 100.00 %
12 . Tenaga kesehatan masyarakat 393 393 0 100.00 %
13. Tenage} non kesehatan terlatih atau 760 120 640 15.79 %
mempunyai
JUMLAH 285.848 285.208 640 1,215.79 %

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL

No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output p Total_
encapaian
6 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya 98.22 %
" [Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) '
Jumlah Total |Jumlah Total|'Yang Belum
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA 80.00 %
LAYANAN DASAR (80%) Yang Harus Yang | oravani '
Dilayani Terlayani
¢ Jumlah yang Harus Dilayani : 33.592 33.592 0 100%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 18.22 %
Jumlahyang [Jumlah yang|Jumlah yang
harus dilayani terlayani belum . 91.10 %
terlayani
-1 -2 -3
1. Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, 321 391 0 100.00 %
Banner)
2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama 38.225 38.225 0 100.00 %
3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen,
Alkohol Sv_vab, Plester, _Lancet/Jf’irum Steril, 784.093 784.093 0 100.00 %
Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum
Sesuai
4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor
rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan 33.967 33.967 0 100.00 %
kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK
5 . Dokter/dokter spesialis penyakit 0
dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin 1.647 1.647 0 100.00 %
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6 . Perawat 2.666 2.666 0 100.00 %

7 . Bidan 1.265 1.205 60 95.26 %
8 . Ahli Teknologi Laboratorium Medis o

(ATLM) 777 777 0 100.00 %
9 . Tenaga kesehatan masyarakat 377 377 0 100.00 %

10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau

0,
mempunyai kualifikasi tertentu 760 120 640 15.79 %

JUMLAH 864.098 863.398 700 911.05 %

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL

Indikator persentase puskesmas yang telah di reakreditasi pada tahun 2022 tidak dapat
dilaksanakan, hal tersebut di sebabkan keluarnya surat edaran Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020
tentang Perizinan dan akreditasi fasilitas Pelayanan Kesehatan Pada Masa Pandemi Corona virus
Disease 2019 (COVID-19) menyatakan kegiatan persiapan dan survey akreditasi fasilitas pelayanan
Kesehatan mulai dilakukan setelah status bencana nasional atau kedaruratan Kesehatan masyarakat
Corona Virus disease 2019 (COVID-19) dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.

Pada tahun 2022 kinerja yang dicapai adalah berhasil menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB)
dari yang ditargetkan 6,08 per 1000 KH (target 2022) menjadi 6,04 per 1000 KH (Realisasi Tahun
2022) dan Angka Kematian Balita (AKABA) dari 7,01 per 1000 KH tahun 2020 menjadi 6,95 per
1000 KH pada tahun 2022. Selain itu Angka Kelangsungan Hidup Bayi juga meningkat dari 993,91
per 1000 KH tahun 2020 menjadi 993,96 per 1000 KH tahun 2022. Cakupan pelayanan bayi dan
balita juga meningkat menjadi 100% pada tahun 2022.

Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat ini diarahkan
pada peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan
memulihkan kesehatan perorangan serta diarahkan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan
serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok
dan masyarakat.

Program ini memuat 12 indikator Standar Pelayanan Minimun (SPM) bidang Kesehatan yaitu :
Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil;

Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin

Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

Cakupan pelayanan kesehatan balita;

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif;
Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan terduga TB;

© o N o o kM DR

Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV;

=
o

. Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

11. Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi

-
N

. Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus.
Hampir seluruh indikator SPM ini tercapai target 100%, indikator pelayanan kesehatan orang
dengan resiko terinfeksi HIV sebesar 99,72%.
Keberhsailan pencapain kinerja SPM bidang Kesehatan ini antara lain karena program/
kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu : One for five yaitu suatu kegiatan percepatan
pencapaian SPM Bidang Kesehatan dengan melakukan 1 (satu) kegiatan menghasilkan 5
(lima) keluaran (output) yaitu (a). Random sampling, (b) screening TB; (c). Posbindu/
poskestern; (d). Edukasi; (5). Prokes.
1. Progress capaian kinerja SPM dilakukan dengan cara monev secara mingguan;
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Sistem integrasi lintas sektoral menjadi solusi pencegahan kematian ibu hamil dan anak di Kota
Semarang dikenal dengan inovasi SAN PIISAN

konsep inovasi STRONG (Integrasi Data Warehouse Penanganan Covid Kota Semarang) dan di
perkuat dengan inovasi VICTORI (Vaksinasi Covid-19 Terintegrasi) yang digunakan masyarakat
untuk mendapatkan informasi pelaksanaan vaksinasi. Data pencapaian vaksinasi menunjukkan
bahwa Kota Semarang telah melebihi 100% masyarakat tervaksin. Dengan pencapaian ini
meningkatkan capaian skrining pasien terhadap penyakit tidak menular.

Pembentukan posbindu baru dan gerakan deteksi dini pemeriksaan gula darah gratis warga Kota
Semarang (GENDIS LARANG) merupakan upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pelayanan
kesehatan bagi penderita diabetes melitus dan hipertensi. Kegiatan GENDIS LARANG ini
terintegrasi dengan lintas program dengan prinsip BERGERAK BERSAMA.

Kegiatan BAITUSSALAM vyaitu bangkitkan imun dan tagwa untuk Semarang semakin Afiat
lincah anti dimensia adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang merpakan
kolaborasi kegiatan posyandu remaja dan posbindu di tempat ibadah.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena Kegiatan yang telah dilaksanakan,

yaitu : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

dengan subkegiatan :

1.  Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu hamil
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV.
b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Capaian kinerja pada program ini adalah sebagai berikut :
TAHUN 2022 REALISASI
INDIKATOR KINERJA TARGET | REALISASI % TAHUN 2021
1. | Persentase Fasilitas Kesehatan yang 75% 75% 100% 70%
terinput dalam Sistem Informasi
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kemenkes.
2. | Persentase Pembinaan dan 100% 100% 100% 100%
Pengawasan SDMK untuk puskesmas
dan RS.
3. | Jumlah Uji Kompetensi Tenaga 2 2 100% 2
Kesehatan.
4. | Jumlah Pendidikan Pelatihan 1 1 100% 0
Fungsional dan Teknis Kesehatan.
5. Rasio Tenaga Kesehatan per 1.000 2,94 2,94 100% 1,83
penduduk.
6. | Pelayanan ijin belajar pendidikan 27 orang 27 orang 100% 10 orang
formal.
7. | Persentase tenaga medis spesialistik 94% 98% 104,26% 94%
yang memiliki ijin.

Pada tahun 2022 seluruh indikator kinerja pada program peningkatan kapasitas sumber daya

manusia Kesehatan telah tercapai 100%.

Hal ini rata-rata meningkat dibandingkan capaian tahun 2021. Tahun 2022 program peningkatan

kapasitas sumberdaya manusia Kesehatan berfokus pada pengembangan kompetensi tenaga kesehatan

dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia Kesehatan sesuai standar melalui beberapa kegiatan

diklat teknis fungsional dan uji kompetensi. Diharapkan dengan meningkatkan kompetensi tenaga

Kesehatan akan memberikan pengaruh terhadap kinerja pelayanan Kesehatan.
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Sub Kegiatan lain yang diprioritaskan pada tahun 2022 adalah Persentase Fasilitas Kesehatan
yang terinput dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes. Dengan
terinputnya Faskes dalam SISDMK Kemenkes, diharapkan Tenaga Kesehatan yang terdata menjadi
lebih lengkap dan lebih terpetakan. Terinputnya Nakes dalam SISDMK ini juga menjadi syarat mutlak
bagi Nakes yang akan menerima Insentif Covid, Jasa Pelayanan BPJS dan penerimaan Vaksin Covid
bagi Nakes

Persentase Fasilitas Kesehatan yang terinput dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia
Kesehatan Kemenkes, sudah terinput sebanyak 595 dari 793 fasilitas kesehatan. Hal ini sudah sesuai
jumlah yang ditargetkan sebesar 75% fasilitas kesehatan terinput dalam Sistem Informasi Sumber Daya
Manusia Kesehatan Kemenkes, sehingga capaian indikator kinerja ini sebesar 100%.

Persentase Pembinaan dan Pengawasan SDMK untuk puskesmas dan RS, sudah terlaksana di 31 rumah
sakit dan 37 puskesmas, atau sudah mencapai indikator kinerja sebesar 100% dari yang ditargetkan.

Pembinaan dan Pengawasan SDMK ini dapat dipantau melalui Sistem Informasi Sumber Daya
Manusia Kesehatan Kemenkes, yang meliputi validitas Surat Tanda Registrasi (STR), Surat ljin Praktik
(SIP), keberadaan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan dan sebagainya.

Jumlah Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan yang telah dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan sesuai dengan
target, sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 100%. Pelaksanaan Uji Kompetensi Tenaga
Kesehatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang akan
naik ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, sehingga kualitas tenaga kesehatan semakin baik dalam
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Indikator Kinerja rasio tenaga Kesehatan per 1000 penduduk dan persentase fasilitas kesehatan
yang terinput dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes telah berhasil
mencapai target 100%. Indikator tersebut berhasil berhasil di capai karena program/sub kegiatan yang
telah dilaksanakan, yaitu :

1. Kegiatan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia Kesehatan untuk UKP
dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota dengan subkegiatan :

a. Perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumberdaya manusia Kesehatan;

b. Pemenuhan kebutuhan sumberdaya manusia Kesehatan sesuai standar;

¢. Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia Kesehatan.

2. Kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia Kesehatan
tingkat daerah kabupaten/kota, dengan subkegiatan pengembangan mutu dan peningkatan
kompetensi teknis sumber daya manusia Kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota.

c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Tahun 2022 kinerja yang dicapai berhasil meningkatkan seluruh capaian kinerja pada program
sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman dari yang ditargetkan pada tahun 2022, atau
berhasil mencapai persentase 100%.

Indikator kinerja presentase penerapan penggunaan obat rasional dan proporsi pelayanan kefarmasian di
puskesmas sesuai standar merupakan indikator kinerja utama. Rata-rata realisasi capaian kinerja tahun
2022 sebesar 93,70%, berhasil mencapai kinerja 100% dari target tahun 2022.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan/ subkegiatan yang telah

dilaksanakan, yaitu :
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1. Kegiatan pemberiaan izin apotek, toko obat, toko alat Kesehatan dan optikal, usaha mikro obat
tradisional (UMOT), dengan subkegiatan pengendalian dan pengawasan serta Tindak lanjut
pengawasan perizinan apotik, toko obat, toko alat Kesehatan dan optikal, usaha mikro obat
tradisional (UMOT);

2. Kegiatan penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai
izin produksi untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri
rumah tangga dengan subkegiatan penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.

d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Tahun 2022 hampir seluruh capaian kinerja program pemberdayaan masyarakat bidang
Kesehatan telah tercapai 100%. Terdapat 1 (satu) indikator yang termasuk dalam indikator sasaran
yaitu Indikator kelurahan siaga aktif yang merupakan indikator program pemberdayaan
masyarakat bidang Kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian
masyarakat dalam Kesehatan. Tahun 2022 terdapat 82 kelurahan siaga aktif mandiri dari 177
kelurahan di Kota Semarang. Suatu kelurahan/ desa dikatakan sebagai kelurahan/ desa siaga aktif
jika :

Penduduknya dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar (yankesdas) setiap hari.
Penduduknya dapat mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).
Melaksanakan Surveillance Berbasis Masyarakat (SBM) :

a. Pemantauan penyakit,

b. Pemantauan kesehatan ibu dan anak (KIA),

c¢. Pemantauan gizi, dan

d. Pemantauan lingkungan dan perilaku.

4. Penduduk dapat memahami dan mengatasi kedaruratan kesehatan.

5. Penduduk dapat memahami cara penanggulangan bencana.

6. Masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Kota Semarang menggunakan 9 indikator/ kriteria instrumen penilaian strata kelurahan siaga akitf,
yaitu :

1. Forum Kesehatan Desa/ kelurahan (FKD/FKK);

2. Rapat yang dilaksanakan FKD/FKK;

3. KPM/ Kader Kesehatan;

4. Kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar (di FKTP, jaringan dan jaringannya);

5. Posyandu dan UKBM lainnya aktif;

6. Dukungan dana untuk kegiatan Kesehatan di desa/kelurahan;

7. Peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;

8. Kebijakan desa/ kelurahan dibidang Kesehatan;

9. Pencapaian rumah tangga.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian kinerja pada program ini adalah sebagai berikut :

Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota digunakan untuk mendukung

kegiatan rutin organisasi pemerintah daerah. Seluruh indikator pada program ini telah mencapai 100%

target kinerja.

Indikator ini berhasil meningkatkan capaian kinerja karena kegiatan yang dilaksanakan merupakan

kegiatan rutin, yaitu :

1.
2.
3.

Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
Administrasi keuangan perangkat daerah
Administrasi umum perangkat daerah;
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Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;

Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

Hasil Kinerja RSUD KRMT WONGSONEGORO

Capaian RPJMD pada urusan wajib kesehatan yang menjadi tugas dan fungsi RSUD KRMT

Wongsonegoro sebagai berikut :

TAHUN 2022 REALISASI
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % TAHUN 2021
Pemenuhan Sarana dan Prasarana
" | RS Type B Pendidikan 75 73,79 28,39 4
2. Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS 75,00 95,90 127,87 96,11
3. | Nilai Kinerja BLUD BAIK (AA) 83,00 73,20 88.19 71,85
(AA) (A) : (A)

Dari ke 3 indikator yang mempengaruhi kinerja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro, realisasi

capaian Nilai Kinerja BLUD Baik yang mengalami peningkatan di bandingkan tahun

sebelumnya.

1)

2)

3)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Capaian kinerja pada program ini adalah sebagai berikut :

TAHUN 2022 REALISASI
INDIKATOR KINERJA .
TARGET | REALISASI %  |TAHUN 202
1. | Cakupan Pelayanan Administrasi 100 100 100 97,52
Perkantoran

Pada tahun 2022 Indikator kinerja Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran targetnya
adalah 100 dan realisasinya 100 ( 100% ). Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2020
sebesar 97,52 %. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain kegiatan yang telah
dilaksanakan, yaitu : (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, (2) Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN.

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/
Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

Capaian kinerja pada program ini adalah sebagai berikut :

TAHUN 2022 REALISASI
INDIRATOR KINERJA TARGET REALISASI % TAHUN 2021
1. | Persentase Terpenuhinya
Peralatan Kesehatan RS Type B 75,00 73,79 98,39 74,00
Pendidikan

Pada tahun 2022 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Persentase
Terpenuhinya Peralatan Kesehatan RS Type B Pendidikan dari yang ditargetkan 75,00 menjadi
73,79 (98,38%). Data realisasi Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan data realisasi
tahun 2020 ( 74,00). Dari laporan data ASPAK ditemukan belum optimalnya sarana dan prasarana
alat kesehatan rujukan.

Program Peningkatan Pelayanan BLUD

Capaian kinerja pada program ini adalah sebagai berikut :

TAHUN 2022 REALISASI
INDIKATOR KINERJA TARGET | REALISASI % | TAHUN 2021
1. [ Nilai Kinerja RS BLUD BAIK (AA) 83,00 7320 | g8 19 71,85
(AA) (A) ’ (A)

Pada tahun 2022 Indikator kinerja Nilai Kinerja BLUD Sehat targetnya adalah 83,00 dan
realisasinya 73,20 ( 88,19% ). Hal ini capaian meningkat dibandingkan capaian tahun 2020
sebesar 71,85.

Adapun Indikator Capaian Kinerja untuk Pelayanan pada RSD K.R.M.T Wongsonegoro :
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1. Nilai Kinerja Keuangan

BOBOT TAHUN 2022
No INDIKATOR NILAI HAPER NILAI
RIIL
1 Retrun on Invesment (ROI) 2 24,14 1,8
2 Rasio Kas (Cash Ratio) 3 988,72 3,0
3 Rasio Lancar (Current Ratio) 3 1.203,52 3,0
4 Peqode Penagihan Piutang (Collection 3 27.99 3.0
Periode)
5 Perputaran Persediaan (PP) 3 6,06 3,0
6 Total Asset Turn Over (TATO) 3 67,62 1,4
Ratio Total Modal Sendiri terhadap
7 Total Total Asset (TMS terhadap TA) 3 97,10 1,8
Jumlah 20 17,0
2. Nilai Kinerja Operasional
TAHUN 2022
BOBOT
No INDIKATOR NILAI
NILAI
HAPER RIIL
A. Pertumbuhan Produktivitas
1 Rata-rata kunjungan Rawat 9 0,96 0,80
Jalan/hari
2 Rata-rata ku_n]ungan Rawat 9 0,81 0,00
Darurat/hari
3 Pertumbuhan Pasien Rawat Inap 2 1,09 1,20
4 Pemeriksaan Radiologi / hari 1,5 1,20 1,20
5 Pemeriksaan Laboratorium / hari 1,5 1,16 1,20
6 Rata-rata operasi / hari 1 1,23 0,80
7 Rata-rata rehab medik / hari 1 1,38 1,00
B. EFISIENSI PELAYANAN
1 Rasio pasien Rawat Jalan dengan 1 12,39 0,25
Dokter
9 Rasio pasien Rawat Jalan dengan 1 14,71 0,25
Perawat
3 Rasio pasien Rawat Darurat dengan 1 7,82 0,50
Dokter
4 Rasio pasien Rawat Darurat dengan 1 2,35 0,50
Perawat
5 Rasio pasien Rawat Inap dengan 1 5,77 0,25
Dokter
6 Rasio pasien Rawat Inap dengan 1 1,17 0,25
Perawat
7 BOR 2 50,80 1,00
8 AVLOS 2 5,96 1,50
9 BTO 2 37,37 1,50
10 TOI 2 5,00 1,00
C. PERTUMBUHAN DAYA SAING
1 Sales Growth (SALG) 1 1,27 1,00
D. PENGEMBANGAN SDM
Ada dan
1 Program Pendidikan dan Latihan 2 program sudah 2,00
dilaksanakan
Ada dan
. kegiatan
2 Penghargaan dan Sanksi 1 sudah 1,00
dilaksanakan
E. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1 Pengembangan produk baru bidang 9 Melaksanakan 2.00
pelayanan sepenuhnya i
2 Pengembangan sistem manajemen 1 Melaksanakan 1,00
sepenuhnya
Ada program
3 Penelitian 1 semua 1,00
terlaksana
F. ADMINISTRASI
1 Rancangan RBA 2 Tepat waktu 2,00
2 Laporan Triwulan (Ketepatan) 2 Tepat waktu 2,00
3 Laporan Tahunan (Ketepatan) 2 Tepat waktu 2,00
Total Ir.ldlkator Kinerja 40 27,20
Operasional
3. Nilai Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat
TAHUN 2022
BOBOT
No INDIKATOR NILAI HAPER NILAI
RIIL
A. MUTU PELAYANAN
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1 Emergency respone time 3 5 Menit 3,00
2 | Angka kematian di gawat darurat 3 2,06 % 3,00
3 Angka kematian > 48 jam 3 48,71% 1,00
4 A.ngl.qa pasien rawat inap yang 3 0,22% 3,00
dirujuk
5 Post Operative Death Rate 3 7,63% 1,00
6 Angka infeksi nosocomial 3 0,21% 3,00
7 | Kecepatan pelayanan resep obat jadi 3 30 Menit 2,00
8 | Waktu tunggu sebelum operasi 3 2 hari 2,00
B. | EFISIENSI PELAYANAN
. Ada program
1 Pembinaan kepada Puskesmas dan 1 dilaksanakan 1
sarana kesehatan lain
semua
Ada program
2 Penyuluhan kesehatan (PKMRS) 1 dilaksanakan 1
semua
3 Rasio tempat tidur kelas III 1 53,15 % 1,00
4 Pemanfaatan TT (BOR) kelas III 1 71,22 % 0,50
5 Prosentase pasien tidak mampu 1 26,03 % 0,50
C. | KEPUASAN PELANGGAN
komplain
1 Prosentase complain 2 ditindak 1,00
lanjuti
2 | Lama waktu tunggu di poliklinik 2 30-60 1,50
3 Kemudahan pelayanan 2 Ada Petunjuk 2,00
lengkap
TAHUN 2022
BOBOT
No INDIKATOR NILAI HAPER NILAI
RIIL
D KEPEDULIAN TERHADAP
' | LINGKUNGAN
Ada Program /
. . SOP sudah
1 Kebersihan lingkungan 2,5 dilaksanakan 2,50
seluruh
Ada tindak
2 Hasil Uji AMDAL 2,5 lanjut, sampai 2.50
selesai
Total Indikator Kinerja Mutu
Pelayanan dan Manfaat 40 29,00
Dari 3 tabel Indikator Kinerja Rumah Sakit BLUD diatas dapat disimpulkan
sebagai berikut :
NO INDIKATOR KINERJA NILAI
1 | Nilai Kinerja Keuangan 17,00
2 | Nilai Kinerja Pelayanan 27,20
Nilai Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat bagi
3 29.00
Masyarakat
JUMLAH 73,20

Total Score dari ketiga Nilai Indikator tersebut adalah 17,00 + 27,20 + 29,00 = 73,20 ,
Total Score di atas dapat disimpulkan bahwa rumah sakit dikategorikan BAIK dalam
pengelolaan keuangan dengan Nilai A ( 65>TS <80).

Keterangan :

» KinerjaBLUD
Evaluasi kinerja BLUD dilakukan dan disusun setiap tahun dengan berdasarkan PMK.
RI1/34/PB/2014 tentang Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Badan
Layanan Umum Type B Pendidikan dengan indikator keberhasilan dibagi dalam 3
aspek penilaian yaitu :
¢ Indikator kinerja keuangan dengan bobot 20%
e Indikator kinerja pelayanan dengan bobot 40%
e Indikator kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat  40%

» Penetapan Predikat RSD

Tingkat kesehatan RSD ditetapkan berdasarkan total skor yang didapat dari

penjumlahan indikator tiap perspektif, predikat tingkat kesehatan RSD digolongkan

menjadi:
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BAIK, yang terdiri dari :

e  AAA Apabilatotal skor (TS) > 95;

e AA Apabila 80 <TS <95;

e A Apabila65<TS <80.

SEDANG, yang terdiri dari:

e BBB Apabila 50 <TS <65;

e BB Apabila 40 <TS <50;

e B Apabila 30 < 40.

BURUK , yang terdiri dari :

e CCC Apabila 15 <TS <30;

e CC Apabila TS pada hasil penilaian aspek keuangan yang dicapai oleh BLU
kurang dari 50% (lima puluh persen)

4)  Program Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Rumah Sakit

TAHUN 2022 REALISASI
INDIKATOR KINERJA TARGET | REALISASI % __|TAHUN 2021
1. glslal IKM Pelayanan Kesehatan 73,50 95,90 130,48 96,11

Pada tahun 2022 Indikator kinerja Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS dari yang ditargetkan 73,50
mencapai 95,90 (130,48 % ) artinya untuk target 2022 telah tercapai, meskipun untuk realisai capaian
menurun dibandingkan dengan capaian di tahun 2021 (96,11),penurunan ini dipengaruhi adanya

pelayanan Pasien Covid-19 di Unit Gawat Darurat sehingga untuk pelayanan non covid kurang optimal.

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2022 adalah masih terjadinya pandemi COVID-19 sehingga

menyebabkan fokus utama program kegiatan bidang Kesehatan adalah mempercepat penanggulangan

COVID-19 berakibat :

1. Banyak beredarnya miss informasi/ berita HOAX di masyarakat;

2. Perubahan perilaku terutama pada masa pandemic tidak dapat diubah dalam jangka pendek;

3. Penggerakan GERMAS belum sepenuhnya dilaksanakan oleh semua lintas sector/ OPD terkait

4. Nilai Kepuasan Masyarakat di Tahun 2022 adalah 95,90, dalam hal ini Nilai Kepuasan Masyarakat
mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yaitu 96,11. Nilai penurunan tersebut di Unit
layanan Gawat Darurat terkait adanya pelayanan pasien Covid-19

RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalahan layanan Kesehatan masa pandemic COVID-

19 adalah melakukan inovasi layanan Kesehatan.

Inovasi layanan kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan tahun 2022 adalah

1. Pengembangan inovasi KONTER (Konsul Dokter) yang merupakan program layanan Kesehatan
kepada masyarakat yang dapat memberikan informasi sekaligus solusi terhadap permasalahan
kesehatan, dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun selama 24 jam tanpa harus keluar rumah;

2. Inovasi SAN PIISAN yaitu system integrasi lintas sectoral yang menjadi solusi pencegahan
kematian ibu dan anak di Kota Semarang dengan melibatkan semua unsur pemangku wilayah;

3.  Semarang Bebas Tuberculosis (SEMAR BETUL) merupakan program yang memadukan upaya
pengobatan dengan upaya penyuluhan sebagai bagian dari upaya preventif;

4.  Gerakan Deteksi Dini Pemeriksaan Gula darah Gratis warga Kota Semarang (GENDIS LARANG)
merupakan kegiatan deteksi dini penyakit tidak menular (diabetes melitus) agar dapat dilakukan

penangangan penyakit lebih dini. Program ini adalah wujud peran serta masyarakat dalam
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kegiatan deteksi dini, pemantauan dan tindak lanjut resiko penyakit tidak menular secara mandiri
dan berkesinambungan dengan sasaran masyarakat sehat, masyarakat beresiko dan masyarakat
dengan penyakit menular usia 15 tahun keatas;

Konsep INTEGRASI CLUSTER GERMAS DENGAN PROGRAM LAWANG SEWU
merupakan program edukasi life style;

NUTRIMAS (Nutrisionis Masyarakat) merupakan upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit
menular ataupun tidak menular, serta permasalahan gizi masyarakat di Kota Semarang dengan
melakukan kegiatan preventif, promotive dan kuratif yang dapat dirasakan langsung oleh
masyarakat;

Pemanfaatan ICT dengan konsep inovasi STRONG (Integrasi Data Warehouse Penanganan Covid
Kota Semarang) dan di perkuat dengan inovasi VICTORI (Vaksinasi Covid-19 Terintegrasi).
Meningkatkan SDM yang professional, Mengoptimalkan Kebutuhan sarana dan prasarana

Kesehatan Rujukan.

. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi dan penghargaan yang telah diterima tahun 2022 adalah :
1.

Inovasi SAN PIISAN (Sayangi Dampingi Ibu Anak Kota Semarang mendapatkan penghargaan Top
Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Kipp 2022

Makin STRONG Lawan Covid-19 dengan VICTORI mendapatkan Platinum Award dan Favorite
Award kategori IT Kesehatan pada Indonesia healthcare Innovation Award V — 2022

Public Service Og The Year Semarang 2022 dari Markplus

Penghargaan Badan Publik KIP Prov Jateng : Pemenang Kategori Terbaik Kelompok Rumah
Sakit Kab / Kota se- Jawa Tengah.

Penghargaan Badan Publik KIP Prov Jateng : Kategori “SATY A TINARBUKA”.

Penghargaan dari National Award Foundation, Kategori “Succesfull Women in Leadership” dalam
acara Succesful Women Award 2022~

Penghargaan dari National Award Foundation, Kategori “The Best Choice In Hospital Award
2022~

Penghargaan Badan Publik KIP Prov Jateng, Kategori “Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
2022~

Penghargaan Service Exellence During a Pandemic dari Seven Media Asia Award Sebagai “TOP

BUMD 2022~

. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan Strategis yang ditetapkan oleh Walikota Semarang (meliputi peraturan Walikota dan

keputusan atau tindakan) dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil pada

tahun 2022, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Tujuan/ Masalah

No Kebijakan Strategis Dasar Hukum Yang Diselesaikan
1 SE Kepala Dinas Kesehatan SE Walikota Semarang Tren peningkatan
Kota Semarang No. Nomor. penyakit dengan seiring
S/20440/440/1X/2022 B/6228/448.42 /XI1/2022 dimulainya musim
Perihal. Kewaspadaan perihal Kewaspadaan penghujan maka
Peningkatan Penyakit di Peningkatan Kasus Dengue diperlukan upaya
Musim Penghujan kewaspadaan dini dan
pencegahan terhadap
peningkatan kasus DBD,
leptospirosis dan
chikungunya

2 Tarif  pelayanan Badan | Perwal Semarang No. 52 | Meningkatnya pengujian
layanan  umum daerah | tahun 2022 tentang | kasus COVID-19
puskesmas perubahan keempat atas | diperlukan batas tarif
peraturan walikota semarang | tertinggi untuk

No. 133 tahun 2016 tentang | pemeriksaan RT-PCR
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No Kebijakan Strategis Dasar Hukum 1’(1‘ ujuan_/ Masa&lah
ang Diselesaikan
tarif pelayanan badan layanan
umum daerah puskesmas
3 | Penyelenggaraan Rumah | Perwal Semarang No. 11 | Bertambahnya kasus
isolasi Tahun 2022 tentang | COVID-19 di Kota
Penyelenggaraan rumah | Semarang maka
Isolasi/ karantina dan rumah | diperlukan ada layanan
sakit lapangan dalam | berupa rumah sakit
percepatan penanganan | lapangan dan
corona virus disease 2019 di | penambahan jenis
Kota Semarang tenaga operasional di
rumah isolasi/
karantina.
4 RS Primaya menjadi RS | Perwal Semarang No. Meningkatnya Bed
Darurat COVID-19 443 /533 Tahun 2022 tentang | occupancy ratio (BOR)
Penetapan Bangunan Milik bagi pasien terkonfirmasi
PT. Fortuna Graha Sentosa positif COVID-19 pada
yang terletak di jl. sejumlah rumah sakit
Kedungmundu raya nomor 24 | sehingga di butuhkan
semarang sebagai rumah penambahan rs darurat
sakit darurat dalam rangka penanganan COVID-19.
percepatan penanganan
Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) di Kota Semarang.
5 | Kriteria Penggunaan Rapid | SK Kepala Dinas Kesehatan Rapid diagnostic test
Diagnostic Test Antigen Kota Semarang No. antigen (RDT-Ag)
443/10510 Tahun 2022 digunakan untuk
tentang kriteria penggunaan kepentingan pelacakan,
rapid diagnostic test antigen penegakan diagnosis dan
(RDT-Ag) untuk Penegakan skrining corona virus
Diagnosis Covid_19 di Kota disease 2019 (COVID-19)
Semarang
6 | Penujukan Ambulan Hebat SK Kepala Dinas Kesehatan Memenuhi kebutuhan
sebagai sarana pendukung Kota Semarang No. sarana pendukung
penanganan pasien COVID- 443/4385.4 Tahun 2020 penanganan pasien
19 COVID-19 yang
memerlukan
penjemputan,
penanganan di rumah
isolasi maupun tindak
lanjutan di rumah sakit
rujukan COVID-19
.s . Tujuan/Masalah yang
No Kebijakan Strategis Dasar Hukum telah diselesaikan
1 Pembangunan gedung Laborat SK Direktur Guna percepatan pelayanan
Biomolekuler No.210/2020 tentang Covid-19
Penunjukan Tim
Teknis Perencanaan,
Pengawasan gedung
lab Mikro Biologi
2 Pengadaan Alat Kesehatan SK Direktur Guna percepatan pelayanan

. Ventilator
. PACS

No.225/2020 tentang
pedoman pelayanan
Covid-19

Covid-19
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BAB I11
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DKK

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sekaligus merupakan pengejawantahan dari Peraturan
Pemerintah No.71 tahun 2010 merupakan pedoman dan standar bagi daerah dalam menyusun laporan
keuangan pemerintah daerah setempat. Kebijakan akuntansi juga merupakan instrumen penting dalam
rangka penerapan akuntansi. Khususnya dalam penjabaran Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010.
Kebijakan akuntansi ini merupakan dokumen yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah, wajib
dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi pada PPKD maupun OPD dan juga pihak Perencana

termasuk Tim Anggaran pada Pemerintah Daerah.

Pengungkapan pada kebijakan akuntansi dengan cara mengidentifikasikan dan menjelaskan
prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya. Hal
ini secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih
prinsip-prinsip yang sesuai.

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan
umum (general purpose, financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan
keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Pemerintah Kota Semarang, sebagai entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,
sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan
yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangan-

undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan
keuangan OPD dan PPKD. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu
OPD dan PPKD. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai entitas akuntansi yang berkewajiban
menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di OPD, selaku pengguna
Anggran/Pengguna Barang, yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(PPKD) agar digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan pemerintah kota semarang terdiri dari 7 laporan yang di bagi menjadi laporan
pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan
pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih (SAL), sedangkan Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO),
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). CaLK merupakan laporan yang
merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan
finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun
laporan finansial.

Laporan keuangan Dinas Kesehatan Kota Semarang merupakan gabungan dari Laporan Keuangan
seluruh Puskesmas Kota Semarang. Adapun daftar Puskesmas yang telah menyusun Laporan Keuangan
di Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

NO | NAMA PUSKESMAS ALAMAT NO TELEPON
1 |PONCOL JI.Imam Bonjol No.114 Smg (024) 3546053
2 |MIROTO Jl.Taman seteran Barat No.3 Smg (024) 3552542
3 |BANDARHARJO JI.Cumi-Cumi Raya Smg Utara (024) 3564787
4 |BULU LOR JL.Banowati Selatan 11 Smg Utara (024) 3548550
5 |HALMAHERA Jl.Halmahera Raya N0.38 Smg Timur (024) 8414894
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6 |BUGANGAN JL.cilosari No.1 Smg Timur (024) 3546061
7 |KARANGDORO JI.R.Patah N0.178 Smg Timur (024) 3540035
8 |[PANDANARAN JI.Pandanaran No.79 Smg Tgh (024) 8311470
9 |LAMPER TENGAH Jl.Lamper Tengah VIl Smg Sltn (024) 8444808
10 |KARANGAYU JI.Kenconowungu 111 No.28 Smg Barat (024) 7606065
11 |LEBDOSARI JI.Taman Lebdosari Rt.07/06 Smg Barat (024) 7610207
12 [MANYARAN JI.Abdul Rahman Saleh 267 Smg Barat (024) 7601883
13 |KROBOKAN JI.Ari Buana I/XI11 Smg Barat (024) 7610084
14 |INGEMPLAK JI.Srinindito No.48/11 Smg Barat (024) 7610212
15 |GAYAMSARI JI.Slamet Riyadi Kel.Gayamsari Smg (024) 6711855
16 |CANDILAMA JI.Dr.Waihidin No.22 Candisari Smg (024) 8310515
17 |KAGOK JL.Telomoyo No.3 Candisari Smg (024) 8312573
18 |PEGANDAN JI.Kendeng Barat 111/2 Sampangan Smg (024) 8445809
19 |GENUK JL.Genuksari Genuk Smg (024) 6584168
20 BANGETAYU JI.Bangetayu - Genuk Smg (024) 6584353
21 |TLOGOSARI JI.Tlogosari Raya Smg (024) 6713083
22 |TLOGOSARI JI. Taman Satrio Manah 2 Tlogosari Smg (024) 6717051
23 |KEDUNGMUNDU JI.Sambiroto Rt.01/1 Temabalang Smg (024) 6717053
24 ROWOSARI JI.Rowosari Raya Tembalang Smg (024) 70797382
25 |NGESREP JI. Teuku Umar No.271 Bymnk Smg (024) 7474113
26 |PADANGSARI JI.Meranti Raya No.389 Banyumanik Smg (024) 7472460
27 |SRONDOL JI.Setia Budi N0.209 Smg (024) 7472852
28 |PUDAK PAYUNG JI.Perintis Kemerdekaan Smg (024) 7462711
29 |GUNUNGPATI JI.Raya Gunungpati Smg (024) 6932140
30 |MIJEN JI.Raya Ngaliyan - Mijen Smg (024) 7711083/7711165
31 |KARANGMALANG JL.Karangmalang-Mijen Smg (024) 70783410
32 TAMBAKAIJI JI.Raya Walisongo Tambakaji Smg (024) 8661743
33 |PURWOYOSO JL.Jend.Sudirman Purwoyoso Smg (024) 7612927
34 |NGALIYAN JI.Wismasari Blkg Ps.Ngaliyan Smg (024) 768795
35 |MANGKANG Jl.Irigasi Mangkang Smg (024) 8660675
36 |[KARANGANYAR JI.Karanganyar Kec. Tugu Smg (024) 8662080
37 |SEKARAN JI.Raya Sekaran Smg (024) 8508222

Faktor Pendukung dan Hambatan Pencapaian Target Kinerja Keuangan, Dalam
Pelaksanaan Program dan Kegaiatan, dalam pengelolaan belanja yaitu penetapan perubahan
anggaran ditetapkan pada Triwulan IV. Sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak
lain Pelayanan Administrasi Perkantoran,

maksimal dalam pelaksanaanya antara

Peningkatan Sarana Prasarna.
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BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

4.2

4.3

Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. Entitas
Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang
menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  wajib  menyampaikan  laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi: Neraca, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas
dan Laporan Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja penguna anggaran/pengguna barang dan oleh
karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah OPD dan
PPKD. Laporan Keuangan entitas akuntansi meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis
akrual penuh, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual
untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saathak untuk memperoleh pendapatan telah
terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas
pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan
bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau
entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada
LO.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat
pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada
keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun
berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat
kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer
dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum
Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis

akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos
dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan
Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas
dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset
tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah

daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
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Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang

menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah

Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG BERKAITAN DENGAN REKENING/AKUN

1.

oo

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Definisi dan Klasifikasi Pendapatan:

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah,
dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
Pendapatan diklasifikasi berdasarkan kelompok pendapatan, secara garis besar ada tiga kelompok
pendapatan daerah yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Pendapatan Perimbangan.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pengakuan Pendapatan:

Pendapatan LO diakui pada saat:

a. Pemerintah kota Semarang memiliki hak atas pendapatan.

b. Pemerintah kota Semarang menerima kas yang berasal dari pendapatan.
Pendapatan LRA diakui pada saat:

Diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran Pendapatan:

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan
bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengungkapan Pendapatan:

Hal-hal yangharus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan
adalah:
a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi
hal-hal yang bersifat khusus.
c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Definisi dan Klasifikasi Beban dan Belanja:

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang

menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

2. Belanja merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo

Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah.

3. Beban diklasifikasikan menurut;
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a. Kilasifikasi beban berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban persediaan,
beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban
hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan, beban transfer, dan beban lain-lain.

b. Klasifikasibelanja berdasarkan kelompok terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak
langsung.

1) Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

2) Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan.

c. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1) Belanja pegawai.
2) Belanja bunga.
3) Belanja subsidi.
4) Belanja hibah.
5) Belanja bantuan sosial.
6) Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.
7) Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.
8) Belanja tidak terduga.
d. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
1) Belanja pegawai.
2) Belanja barang dan jasa.
3) Belanja modal.

e. Karena adanya perbedaan Klasifikasi belanja menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 dan
Permendagri No. 59 tahun 2007 dengan yang diatur dalam PP No.71 tahun 2010, maka entitas
akuntansi/pelaporan di lingkungan pemerintah kota Semarang harus membuat konversi untuk
klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka laporan realisasi anggaran (LRA).

f. Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi belanja berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis
belanja), organisasi, dan fungsi.

g. Klasifikasi belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi terdiri dari Belanja

Operasi, Belanja Modal, Belanja lain-lain/tidak terduga dan Belanja Transfer.

Pengakuan Beban dan Belanja:

4. Beban diakui pada saat:
a. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa
diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening
listrik.

b. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului
timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset
sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. (Contohnya adalah
penyusutan atau amortisasi).

5. Belanja diakui pada saat:

a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
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b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi

perbendaharaan.

Pengukuran Beban dan Belanja:

6. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber
pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.
7. Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah

berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.

Pengungkapan Beban dan Belanja:

8. Hal-hal yang harus diungkapkansehubungan dengan beban adalah:
a. Pengeluaran beban tahun berkenaan.
b. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
9. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja adalah:
a. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.

c. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada Permendagri
No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13
tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Definisi Pembiayaan:

1. Pembiayaan (financing) adalah seluruh tansaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun
pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran
pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus
anggaran.

2. Pembiayaan diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan.

Pengakuan Pembiayaan:

3. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
4. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran Pembiayaan:
5. PengukuranPenerimaan Pembiayaandilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan
dengan pengeluaran).
6. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan yang dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Pengungkapan Pembiayaan:

7. Hal-hal yang perlu diungkap sehubungan dengan pembiayaan antara lain:
a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya
tahun anggaran.
b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan atau pemberian pinjaman,
pembentukan atau pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan,

penyertaan modal pemerintah kota Semarang.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
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Definisi dan Klasifikasi Kas dan Setara Kas:

1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk

membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan

menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

2.  Kas terdiri dari:

a.
b.
C.
d.

e.

Kas di Kas Daerah.

Kas di Bendahara Penerimaan.
Kas di Bendahara Pengeluaran.
Kas di BLUD.

Dana Kapitasi.

3. Setara Kas adalah Investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas

serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

4. Setara Kas terdiri dari:

a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan.

b. Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan).

Pengakuan Kas dan Setara Kas:

5. Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

a. Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

b. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian

dari BUD.

c. Pengesahan atas penerimaan pendapatan.

Pengukuran Kas dan Setara Kas:

6. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila

terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank

sentral pada tanggal neraca.

Pengungkapan Kas dan Setara Kas:

7. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya

mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Rincian kas dan setara kas.

b. Kebijakan manajemen setara kas.

c¢. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.45 Kebijakan Akuntansi Piutang

Definisi dan Klasifikasi Piutang:

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah

Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan

peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

2. Kilasifikasi Piutang dibagi atas:
a. Piutang Pendapatan:
1) Piutang Pajak Daerah.

2) Piutang Retribusi.

3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah.

4) Piutang Lain-lain PAD yang Sah.

5) Piutang Transfer Pemerintah Pusat — Dana Perimbangan.

6) Piutang Transfer Pemerintah Lainnya.

7) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.

8) Piutang Pendapatan Lainnya.
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b. Piutang Lainnya:
1) Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang.
2) Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya.
3) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.
4) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
5) Beban Dibayar di Muka.
6) Piutang Lain-lain.

Pengakuan Piutang:
. Piutang diakui diakui ketika diterbitkannya surat ketetapan/dokumen yang sah pada saat timbulnya hak

tagih Pemerintah Kota Semarang antara lain karena adanya penetapan dan/atau tunggakan pungutan

pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya yang

belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

. Piutang pajak dapat diakui sebagai piutang memenuhi Kriteria:

a. Telah diterbitkan surat ketetapan.

b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

c. Telah diterbitkan surat atau dokumen lain yang sah yang dapat dipersamakan dengan surat ketetapan
atau surat penagihan.

. Terdapat dua cara yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu:

a. Self assessment, dimana wajib pajak menaksir serta menghitung pajaknya sendiri.

b. Official statement, dimana penetapan dilakukan oleh dinas pelayanan pajak.

. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan diakui saat terbithya Surat Pemberitahuan Pajak yang Terutang

(SPPT).

. Piutang Retribusi diakui apabila OPD/Unit Kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan

fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan piutang retribusi adalah Surat Ketetapan

Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang sah yang diperlakukan sama dengan SKRD.

. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

Piutang yang termasuk dalam kelompok ini seperti Piutang atas bagian laba BUMD yang diakui apabila

pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS

tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang disetor ke kas daerah. Apabila persyaratan

dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi, namun sampai

dengan tanggal 31 Desember belum diterima pembayarannya, maka pada akhir tahun buku diakui

adanya piutang atas bagian laba BUMD.

. Piutang Lain-lain PAD yang Sah secara umum diakui apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang ditandai

dengan terbitnya surat penagihan atau ketetapan. Disamping itu apabila pada akhir periode pelaporan

masih ada tagihan pendapatan yang belum ada surat penagihannya, SKPD/Unit Kerja dimaksud wajib

menghitung besarnya piutang tersebut dan selanjutnya menyiapkan dokumen sebagai dasar untuk

menagih. Dokumeninilah yang menjadi dokumen sumber untuk mengakui piutang, untuk disajikan di

neraca.

10.Piutang Denda Pajak diakui dengan dokumen Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) saat dicatat dalam

sistem yaitu SIMPAD, SIMKASDA dan SIMPBB.

11.STPD ini dapat berupa dokumen SKPD/SKPDKB dan/atau SPPT PBB dan/atauKuitansi Pembayaran

dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

12.Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan diakui ketika terjadi keterlambatan pekerjaan yang dituangkan

dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan belum dilunasi.

13.Piutang BLUD diakui dengan kriteria:

a. Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab
untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan

pada surat kesepakatan tersebut.
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b. Telah diterbitkan surat ketetapan.
c. Telah diterbitkan surat penagihan.

14.Piutang Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan diakui ketika berita acara hasil lelang
diterbitkan dan belum dilunasi.

15.Piutang Hasil dari pengelolaan dana bergulir diakui ketika timbul hak Pemerintah Kota Semarang yang
belum dipenuhi atas bunga atau bagi hasil dana bergulir yang disepakati oleh pihak penerima dana
bergulir berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Pengukuran Piutang:

16.Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah
perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.

17.Pengukuran piutang denda dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam Surat Teguran /Surat
Tagihan Pajak Daerah.

Piutang Pajak Daerah:
18.Pengukuran saat pengakuan:

a. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal.yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan/Surat Tagihan Pajak Daerah/Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang.

b. Piutang pajak dicatat sebesar nilai penerimaan pajak yang yang sudah terlanjur dikembalikan
kepada wajib pajak, namun seharusnya tidak dikembalikan kepada wajib pajak sesuai Surat
Keputusan Keberatan, Surat Pelaksanaan Putusan Banding atau Surat Pelaksanaan Putusan
Peninjauan Kembali.

19.Pengukuran setelah pengakuan:
Selanjutnya Piutang Pajak dapat berkurang apabila ada pengurangan, pelunasan, dan penghapusan,
keputusan keberatan, keputusan non keberatan, putusan banding dan putusan peninjauan kembali yang
menyebabkan Piutang Pajak berkurang. Piutang pajak dapat berkurang karena adanya putusan
peninjauan kembali yang menyebabkan piutang pajak berkurang.

Piutang Retribusi Daerah:

20.Piutang dicatat sebesar nilai nominal atas dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum
dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

21.Piutang dicatat sebesar nilai nominal yang besarnya telah ditetapkan dalam hasil RUPS yaitu bagian
laba yang disetor ke kas daerah.

Piutang Lain-lain PAD yang Sah:

22.Piutang dicatat sebesar nilai nominal atas Surat Ketetapan / Surat Tagihan/dokumen ketetapan
lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih:

23.Aset berupa piutang di neraca agar terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan
(net realizable value).

Penilaian Piutang:

24.Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkanjatuh tempo piutang (pendekatan umur piutang).
25.Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

a. Kualitas lancar.

b. Kualitas kurang lancar.

c. Kualitas diragukan.

d. Kualitas macet.
26.Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun.
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b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun.

c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun.

d. Kualitas Macet, dengan Kkriteria umur piutang diatas 5 tahun.

27 .Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih ditetapkan sebesar:

Penggolongan Kualitas Persentase Taksiran Penyisihan Bukan ngak_
No Piutang Piutang Tak Tertagih dan Retribusi
dan transfer
A Lancar 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
B Kurang Lancar 10% 10% 10%
C Diragukan 50% 50% 50%
D Macet 100% 100%

28.Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus).

Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar
setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari piutang dengan kualitas diragukan
setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Kualitas Macet 100% (seratus per seratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi

dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

29.Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:

a.
b.

Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus).

Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar
setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari piutang dengan kualitas diragukan
setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Kualitas Macet 100% (seratus per seratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi

dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

30.Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek selain pajak, retribusi dan transfer Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, ditetapkan sebesar:

a.
b.

0,5% (nol koma lima per seratus) dari Piutang dengan kualitas lancar.

10% (sepuluh per seratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah
dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

50% (lima puluh per seratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah

dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

. 100% (seratus per seratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah

dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

31.Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal

penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CalLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka

dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka

yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang

meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan

piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo

awal.

Pemberhentian pengakuan:
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32.Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam

penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar

tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian

pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapusbukuan (write-off)

dan penghapustagihan (write down).

Penyajian dan penqgungkapan piutang:

33.Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai

akun piutang sekurang-kurang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi

dimaksud dapat berupa:

a.
b.

C.

d.

e.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang.
Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur.

Penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai piutang TP/TGR yang
masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan.

Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Informasi lainnya yang dianggap penting.

34.Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses

penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

35.Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar

lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang,

nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan

penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Definisi dan Klasifikasi Persediaan:

1. Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk

mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk

dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Persediaan merupakan aset yang berwujud:

a.

Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional
pemerintah.

Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;

Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat.

Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan
pemerintah.

Pengakuan Persediaan:

3. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Kota Semarang

dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Pencatatan Persediaan:

4. Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan

Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk

obat

untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas

yang sudah melebihi jangka waktu / kadaluarsa.

Pengukuran Persediaan:

5. Persediaan disajikan sebesar:

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
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c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

6. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya
lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan
lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

7. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh atau
menggunakan metode FIFO (First In First Out) atau persediaan yang dibeli pertama yang digunakan,
sehingga persediaan yang ada tinggal persediaan hasil atau sisa pembelian akhir.

8. Metode fisik pada jenis persediaan dibuatkan kartu persediaan yang terdiri dari beberapa kolom yang

digunakan untuk mencatat mutasi persediaan.

Pengungkapan Persediaan:

9. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan Persediaan adalah sebagai
berikut:

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam
pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang
yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam
proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

c. Kondisi persediaan.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Investasi

Definisi dan Klasifikasi Investasi:

1. Investasi adalah Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga,
dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah
Kota Semarang dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Klasifikasi Investasi pemerintah diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Investasi Jangka Pendek.
b. Investasi Jangka Panjang.

Definisi dan Klasifikasi Investasi:

3. Investasi jangka pendek:
Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan,
ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12
(dua belas) bulan.
4. Investasi jangka pendek terdiri dari:
a. Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan.
b.  Surat Utang Negara (SUN).
c.  Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
d.  Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Definisi dan Klasifikasi Investasi:

5. Investasi jangka panjang:
Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua
belas) bulan.
6. Investasi jangka panjang terdiri dari:
a. Investasi Non Permanen.
b. Investasi Permanen.
7. Investasi Permanen:
Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara

berkelanjutan.
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8. Investasi permanen terdiri dari:

a. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang pada perusahaan Negara/perusahaan daerah,
lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum
lainnya bukan milik Negara.

b. Investasi permanen lainnya.

9. Investasi Non Permanen
Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak
berkelanjutan.

10.Investasi hon permanen terdiri dari:

a. Pembelian Surat Utang Negara.

b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada fihak ketiga.

c. Dana Bergulir yaitu dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat
oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan
ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

d. Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintahkota
secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan
perekonomian.

Pengakuan Investasi:

11.Suatu pengeluaran kas dan/atau asset, penerimaan hibah dalam bentuk Investasi dan perubahan piutang
menjadi investasi dapat diakui sebagai Investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang
atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kota Semarang.
b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
12.Dana Bergulir:
Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai dana bergulir apabila memenuhi salah satu
kriteria:
a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan
datang dapat diperoleh Pemerintah Daerah.
b. Nilai perolehan atau nilai wajar dana bergulir dapat diukur secara memadai (reliable).

Pengukuran Investasi:

13. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal
investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan
untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat,
atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran Hasil Investasi:

14.Pengukuran investasi jangka pendek:
a. Investasi dalam bentuk surat berharga:
1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di
dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka
waktu 6 bulan.
15.Pengukuran investasi jangka panjang:
a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan
ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
b. Investasi non permanen:

1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai
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perolehannya.

2) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan
dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

3) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR)
dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan
biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut
diserahkan ke pihak ketiga.

16.Pengukuran Dana Bergulir:
Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana
Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana
bergulir. Hal tersebut berarti bahwa pencatatan pertama kali dana bergulir sebesar dana yang
digulirkan ke masyarakat ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan dana bergulir.

Penilaian Investasi:

17.Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
a. Metode biaya:
Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya
perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak
mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
b. Metode ekuitas:
Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya
perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi
kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah
daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi
pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi
juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya
perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan:
Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat
direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi.
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan
dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
18.Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh
yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
19.Metode Penilaian Dana Bergulir:
Penilaian dana bergulir Pemerintah Daerah dilakukan dengan metode nilai bersih yang dapat
direalisasikan. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) adalah nilai dana bergulir
yang dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi perkiraan/penyisihan dana bergulir diragukan
tertagih.
20.Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan

keuangan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo dana bergulir.

21.Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:
a. Dana bergulir dengan kelola sendiri.

b. Dana bergulir dengan executing agency.
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c. Dana bergulir dengan chanelling agency.
22.Dana bergulir dengan kelola sendiri terdiri atas kualitas:
a. Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:

1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun.

2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

3) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan.

4) Penerima dana kooperatif.

b. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan Kriteria:

1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun.

2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum
melakukan pelunasan.

3) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan.

4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.

c. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

1) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun.

2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum
melakukan pelunasan.

3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan.

4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.

d. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun.

2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum
melakukan pelunasan.

3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya.

4) Penerima dana mengalamai kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia.

5) Penerima dana mengalami musibah (force majeure).

23.Dana bergulir dengan executing agency terdiri atas kualitas:
a. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

1) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal
ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan
perjanjian dengan pemerintah daerah.

2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

b. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

1) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu
tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan.

2) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya tidak diketahui
keberadaannya; dan/atau

3) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut.

4) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembagalainnya mengalami musibah (force majeure).

24.Dana bergulir dengan chanelling agency terdiri atas kualitas:
a. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun.
2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
b. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat

Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
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c. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun.
2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
3) Surat Tagihan dapat berupa Surat Teguran dari Dinas Koperasi dan Bank chanelling dan / atau
dokumen lain yang dipersamakan.
d. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
1)  Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun.
2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal
Surat Tagihan Ketigabelum melakukan pelunasan.
3) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya.
4) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia.
5) Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure).

Persentase Penyisihan Dana Berqulir:

25.Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan)
ditentukan:

a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar.

b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang
lancar.

c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas
diragukan.

d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet.

Pengungkapan Investasi:

26.Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan
hal-hal sebagai berikut:
a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi.
b.  Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen.
c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang.
d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.
f.  Perubahan pos investasi.
27.Pengungkapan dana bergulir, selain mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai Pengeluaran
Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, dan Dana Bergulir di Neraca,
perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:
a. Dasar Penilaian Dana Bergulir.
b. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya.
c. Besarnya suku bunga yang dikenakan.
d. Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir.
e. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.
4.4.8 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
Definisi dan Klasifikasi Aset Tetap:

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan,
atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum.

2. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi
entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah
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Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah
daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris
kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan, memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset
tetap dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan serta dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud
untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah
daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset
tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan
dalam kondisi siap dipakai.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun
pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan Aset Tetap:

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur
dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak
kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud.

b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan.

c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.

e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk dipakai.

f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.

g. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut

memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria

material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

No. Uraian _Jumlah Harga
Lusin/Set/Satuan (Rp)

1 Tanah 1
2 Peralatan dan Mesin, terdiri atas:
2.1 Alat-alat Berat 300.000
2.2 Alat-alat Angkutan 300.000
2.3 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 300.000
2.4 Alat-alat Pertanian/Peternakan 300.000
2.5 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 300.000

- Alat-alat Kantor 300.000

- Alat-alat Rumah Tangga 300.000
2.6 Alat Studio dan Alat Komunikasi 300.000
2.7 Alat-alat Kedokteran 300.000
2.8 Alat-alat Laboratorium 300.000
2.9 Alat Keamanan 300.000
3 Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:
3.1 Bangunan Gedung 10.000.000
3.2 Bangunan Monumen 10.000.000
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:
4.1 Jalan dan Jembatan 10.000.000
4.2 Bangunan Air/Irigasi 10.000.000
4.3 Instalasi 1.000.000
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- Jumlah Harga
No. Uraian Lusin/Set/Satuag (Rp)

4.4 Jaringan 1.000.000
5 Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas: 1
5.1 Buku dan Perpustakaan 1
5.2 Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan / Olahraga 1
5.3 Hewan/Ternak dan Tumbuhan

a. Hewan 1

b.  Ternak 1

c.  Tumbuhan Pohon Persediaan

d.  Tumbuhan Tanaman Hias Persediaan
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1

5. Pengeluaran-pengeluaran peralatan dan mesin kurang dari 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan masa
manfaat lebih dari 1 tahun untuk pengadaan barang dalam bentuk satuan diperlakukan sebagai barang
ekstrakomptabel dan pencatatannya dikeluarkan dari neraca.

6. Pengeluaran-pengeluaran Gedung dan Bangunan kurang dari 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang
diperoleh mulai tahun 2014 dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk pengadaan barang dalam
bentuk satuan diperlakukan sebagai barang ekstrakomptabel dan pencatatannya dikeluarkan dari neraca.

7.  Pengeluaran-pengeluaran Jalan dan Irigasi kurang dari 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang
diperoleh mulai tahun 2014 dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk pengadaan barang dalam
bentuk satuan diperlakukan sebagai barang ekstrakomptabel dan pencatatannya dikeluarkan dari neraca.

8. Pengeluaran-pengeluaran Instalasi dan Jaringan kurang dari 1.000.000 (satu juta rupiah) yang diperoleh
mulai tahun 2014 dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk pengadaan barang dalam bentuk satuan
diperlakukan sebagai barang ekstrakomptabel dan pencatatannya dikeluarkan dari neraca.

9. Pengeluaran-pengeluaran sama dengan atau diatas 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang memiliki
kriteria sebagai barang pecah belah, mudah rusak dan rawan hilang diperlakukan sebagai Persediaan.
10.Barang berupa tirai/gordyn/vertical atau horizontal blind / sejenisnya, karpet / wallpaper dan barang

sejenis diperlakukan sebagai persediaan.

11.Barang berupa flashdisk, USB, Mouse, keyboard, Stabiliser, stop kontak portable, UPS portable,
microphone, pesawat telpon /sejenis diperlakukan sebagai persediaan.

12.Barang berupa perlengkapan tidur dan perlengkapan lainnya (missal: bantal, guling, kasur, sprei,
selimut, bed cover dan sejenisnya) diperlakukan sebagai persediaan.

13.Barang berupa umbul-umbul, reklame, ompak bendera/sejenisnya diperlakukan sebagai persediaan.

Pengukuran Aset Tetap:

14.Pengukuran aset tetap dilakukan dengan:

a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya
perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat
perolehan atau pada saat diperoleh/diketahui.

b. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:

1) Biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku.

2) biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik,
sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap
tersebut.

c. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat
aset tersebut diperoleh atau /diketahui. Sambil menunggu proses penetapan nilai wajar sebagaimana
tersebut diatas tersebut, aset berkenaan tetap catat dengan nilai Rp1,00 (satu rupiah).

15.Terkait dengan pengukuran Aset Tetap, perlu diperhatikan hal- hal sebagai berikut:

a. Komponen Biaya Perolehan:

1) Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea

impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut
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ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan aset terdiri dari:

a)

b)

Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon
dan rabat.

Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/ diatribusikan dengan aset dan
membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk
penggunaan yang dimaksudkan antara lain:

1. Biaya persiapan.

2. Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling
cost).

Biaya pemasangan (installation cost).

Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.

Biaya konstruksi.

o o~ w

Biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (testing
cost). Contoh: biaya pengujian aset pada proses pembuatan/karoseri mobil.

Biaya administrasi dan biaya overhead lainnya bukan merupakan komponen dari biaya
perolehan suatu aset kecuali biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya
perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya (siap pakai).

Biaya permulaan (start-up cost) dan biaya lain sejenisnya bukan merupakan komponen dari
biaya suatu aset kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan
dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar

masing-masing aset yang bersangkutan.

b. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap:

1)

2)

Aktivitas Pengeluaran setelah Perolehan Awal Aset Tetap merupakan aktivitas yang
dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara ataupun
output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi
bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur rekonomis, dan/atau bertambah
volume, dan / atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk
fisik semula.
Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal
(dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi kedua kriteria huruf a dan b sebagai
berikut:
a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:

- Bertambah ekonomis/efisien.

- Bertambah umur ekonomis.

- Bertambah volume.

- Bertambah kapasitas produktivitas.
b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut

material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

16 Penambahan masa manfaat karena ada perbaikan terhadap asset tetap baik berupa overhaul

dan renovasi/rehab disajikan pada tabel berikut:

Presentase
Renovasi/restorasi/ Penambahan
Kode Barang Uraian Jenis Overhaul dari Hilal | masa manfaat
Buku Aset Tetap (di (tahun)
luar penyusutan)
1 2 3 4 5
02.02 Alat besar
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Kode Barang

Uraian

Jenis

Presentase
Renovasi/restorasi/
Overhaul dari Hilal
Buku Aset Tetap (di

luar penyusutan)

Penambahan
masa manfaat
(tahun)

02.02.01

Alat besar darat

Overhaul

> 0% s.d 30%

> 30% s.d 45%

> 45% s.d 65%

> 65%

aja|w|—

02.02.02

Alat besar apung

Overhaul

> 0% s.d 30%

> 30% s.d 45%

> 45% s.d 65%

> 65%

BB INE-

02.02.03

Alat bantu

Overhaul

> (0% s.d 30%

> 30% s.d 45%

> 45% s.d 65%

> 65%

BB INE-

02.03

Alat angkutan

02.03.01

Alat angkutan darat
bermotor

Overhaul

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75%

AlWIN|

02.03.02

Alat angkutan darat tak
bermotor

Renovasi

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75%

Rk o

02.03.03

Alat angkutan apung
bermotor

Overhaul

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

>50% s.d 75%

> 75%

OB lwW N

02.03.04

Alat angkutan ampung tak
bermotor

Renovasi

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

>50% s.d 75%

> 75%

NI

02.03.05.01

Alat angkutan bermotor
udara

Overhaul

> 0% s.d 25%

w

> 25% s.d 50%

(2]

>50% s.d 75%

> 75%

02.04

Alat bengkel dan alat ukur

02.04.01

Alat bengkel bermesin

Overhaul

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

>50% s.d 75%

> 75%

BlW|INF

02.04.02.01

Alat bengkel tak bermesin

Renovasi

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75%

PR |IOO

02.04.03.01

Alat ukur

Overhaul

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75%

WININ(F-

02.05

Alat pertanian

02.05.01

Alat pengolahaan

Overhaul

>0% s.d 20%

-

>21% s.d 40%

N

>51% s.d 75%

>75%

02.06

Alat kantor dan rumah
tangga

02.06.01

Alat kantor dan rumah
tangga

Overhaul

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

>50% s.d 75%

> 75%

WIN|F-| O

02.06.02

Alat rumah tangga

Overhaul

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

o

>50% s.d 75%

=

> 75%

02.06.03

Komputer

02.06.03.01

Komputer unit

Overhaul

> 0% s.d 25%
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Kode Barang

Uraian

Jenis

Presentase
Renovasi/restorasi/
Overhaul dari Hilal
Buku Aset Tetap (di

luar penyusutan)

Penambahan
masa manfaat
(tahun)

> 25% s.d 50%

1

>50% s.d 75%

2

> 75%

N

02.06.03.03

Peralatan komputer

Overhaul

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

>50% s.d 75%

> 75%

NN

02.06.04

Meja dan kursi kerja/rapat
pejabat

Overhaul

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

>50% s.d 75%

> 75%

NN -

02.07

Alat studio , komunikasi ,
dan pemancar

02.07.01

Alat studio

Overhaul

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75%

WIN|IN[ -

02.07.02

Alat komunikasi

Overhaul

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75%

WIN| |-

02.07.03

Peralatan pemancar

Overhaul

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

>50% s.d 75%

> 75%

a|bhlw|iN

306 04 00 000

Peralatan komunikasi
navigasi

Overhaul

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75%

(o N

02.08

Alat kedokteran dan
kesehatan

02.08.01

Alat kedokteran

Overhaul

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

WIN RO

> 75%

02.08.02

Alat kesehatan umum

Overhaul

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75%

WIN | O

02.09

Alat laboratorium

02.09.01

Unit alat laboratorium

Overhaul

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

>50% s.d 75%

> 75%

AiplwiN

02.09.02

Alat peraga / praktek
sekolah

Overhaul

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75%

Al N

02.09.03

Unit alat laboratorium
kimia nuklir

Overhaul

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

>50% s.d 75%

> 75%

(o] W

02.09.04

Alat laboratorium fisika

Overhaul

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

>50% s.d 75%

> 75%

(oW

02.09.05

Alat proteksi
radiasi/proteksi lingkungan

Overhaul

> 0% s.d 25%

N

> 25% s.d 50%

>50% s.d 75%
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Presentase
Renovasi/restorasi/ Penambahan
Kode Barang Uraian Jenis Overhaul dari Hilal | masa manfaat
Buku Aset Tetap (di (tahun)

luar penyusutan)

> 75% 5

02.09.06 Radiation appllcatlpn & Overhaul > 0% s.d 25%
non destructive testing

Laboratory > 259% s.d 50%

> 50% s.d 75%

(G201 = = B N ]

> 75%

02.09.07 Alat laboratorium

. - Overhaul > 0% s.d 25%
lingkungan hidup

> 25% s.d 50%

>50% s.d 75%

BHlwWN -

> 75%

02.09.08 Peralatan laboratorium

Lo Overhaul > 0% s.d 25%
hydrodinamica

> 25% s.d 50%

>50% s.d 75%

(o w

> 75%

02.09.09 Alat laboratorium
standarisasi kalibrasi & Overhaul > 0% s.d 25% 2
instrumentasi

> 25% s.d 50%

SN

>50% s.d 75%

(6}

> 75%

()]

02.10 Alat persenjataan

02.10.01 Senjata api Overhaul > 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

BlWIN[(F

> 75%

o

02.10.02 Persenjataan non senjata api | Renovasi > 0% s.d 25%

> 25% s.d 50% 0

> 50% s.d 75% 1

> 75%

[EEY

02.10.03 Amunisi Renovasi > 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

>50% s.d 75%

R OO

> 75%

02.10.04 Senjata sinar Overhaul > 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

>50% s.d 75%

NjOo|o|o

> 75%

02.10.05 Alat khusus kepolisian Overhaul > 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

>50% s.d 75%

NN

> 75%

Alat eksplorasi

02.10.06 Alat eksplorasi topografi Overhaul > 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

>50% s.d 75%

WININF-

> 75%

02.10.07 Alat eksplorasi geofisika Overhaul > 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

ajoa| b~

> 75%

Alat pengeboran

02.10.08 Alat pengeboran mesin Overhaul > 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

>50% s.d 75%

> 75%

02.10.09 Alat pengeboran non mesin | Renovasi > 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

>50% s.d 75%

N R P OINOOIRIN

> 75%

Alat produksi, pengolahan
dan pemurnian

02.10.10 Sumur Renovasi > 0% s.d 25% 0

> 25% s.d 50%

-

> 50% s.d 75% 1
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Presentase
Renovasi/restorasi/ Penambahan
Kode Barang Uraian Jenis Overhaul dari Hilal | masa manfaat
Buku Aset Tetap (di (tahun)
luar penyusutan)
> 75% 2
02.10.10 Produksi Renovasi > 0% s.d 25% 0
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 1
> 75% 2
02.10.10 Pengolahan dan pemurnian | Overhaul > 0% s.d 25% 3
> 25% s.d 50% 5
> 50% s.d 75% 7
> 75% 8
Alat bantu eksplorasi
02.10.10 Alat bantu eksplorasi Overhaul > 0% s.d 25% 2
> 25% s.d 50% 4
> 50% s.d 75% 6
> 75% 7
02.10.10 Alat bantu produksi Overhaul > 0% s.d 25% 2
> 25% s.d 50% 4
>50% s.d 75% 6
> 75% 7
Alat keselamatan kerja
02.10.10 Alat deteksi Overhaul > 0% s.d 25% 1
> 25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 2
> 75% 3
02.10.10 Alat pelindung Renovasi > 0% s.d 25% 0
> 25% s.d 50% 0
> 50% s.d 75% 1
> 75% 2
02.10.10 Alat sar Renovasi > 0% s.d 25% 0
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 1
> 75% 1
02.10.10 Alat kerja penerbangan Overhaul > 0% s.d 25% 2
> 25% s.d 50% 3
>50% s.d 75% 4
> 75% 6
Alat peraga
02.10.10 Alat peraga, pelatihan dan Overhaul > 0% s.d 25% 2
percontohan
> 25% s.d 50% 4
>50% s.d 75% 5
> 75% 5
Peralatan proses/produksi
0210.10 ;Jrr;'stez%?ggﬁﬂ si Overhaul > 0% s.d 25% 2
> 25% s.d 50% 3
>50% s.d 75% 4
> 75% 4
03.11 Bangunan gedung
03.11.01 E;r;gunan gedung tempat Renovasi > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
> 65% 50
03.11.02 E_iangunan gedung tempat Renovasi > 0% s.d 30% 5
tinggal
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
> 65% 15
03.11.03 Bangunan menara Renovasi > 0% s.d 30% 5
perambuan
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
> 65% 15
03.12 Monumen
03.12.01 Bangunan bersejarah Renovasi > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 10
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Presentase
Renovasi/restorasi/ Penambahan
Kode Barang Uraian Jenis Overhaul dari Hilal | masa manfaat
Buku Aset Tetap (di (tahun)
luar penyusutan)
> 45% s.d 65% 15
> 65% 15
03.12.02 Tugu peringatan Renovasi > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
> 65% 15
03.12.03 Candi Renovasi > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
> 65% 15
03.12.04 Mongmen/bangunan Renovasi > 0% s.d 30% 5
bersejarah
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
> 65% 15
03.12.05 Tugu peringatan Renovasi > (0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
> 65% 15
03.12.06 Tugu titik kontrol/pasti
03.12.06 Tugu/tanda batas Renovasi > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
> 65% 15
03.12.07 Rambu-rambu lalu lintas Overhaul > 0% s.d 25% 1
darat
> 25% s.d 50% 2
> 50% s.d 75% 3
> 75% 4
03.12.08 Rambu-rambu lalu lintas Overhaul > 0% s.d 25% 1
udara
> 25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 2
> 75% 4
03.12.09 IF;?JTbu-rambu lalu lintas Overhaul > 0% s.d 25% 2
> 25% s.d 50% 5
> 50% s.d 75% 7
> 75% 9
03.12.10 Peralatan olah raga
03.12.11 Peralatan olah raga Renovasi > 0% s.d 25% 1
> 25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
> 75% 2
04.13 Jalan dan jembatan
04.13.01 Jalan Renovasi > 0% s.d 30% 2
> 30% s.d 60% 5
> 60% 10
04.13.02 Jembatan Renovasi > (0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
> 65% 15
04.14 Bangunan air
04.14.01 Bangunan air irigasi Renovasi > 0% s.d 5% 2
> 5% s.d 10% 5
> 10% s.d 20% 10
> 20% 10
04.14.02 sBuarrl:%unan pengairan pasang | oo oo > 0% s.d 5% 2
> 5% s.d 10% 5
> 10% s.d 20% 10
> 20% 10
04.14.03 f‘a?,;‘ag‘égf]“pgfggfmbanga” Renovasi > 0% s.d 5% 1
> 5% s.d 10% 3
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Presentase
Renovasi/restorasi/ Penambahan
Kode Barang Uraian Jenis Overhaul dari Hilal | masa manfaat
Buku Aset Tetap (di (tahun)
luar penyusutan)
>10% s.d 20% 5
> 20% 5
04.14.04 Bangunan pengamanan
sungai/panti & Renovasi > 0% s.d 5% 1
penanggulangan bencana
alam
> 5% s.d 10% 2
> 10% s.d 20% 3
> 20% 5
04.14.05 Bangunarj penge_mbangan Renovasi > 0% s.d 5% 9
sumber air dan air tanah
> 5% s.d 10% 2
> 10% s.d 20% 3
> 20% 5
04.14.06 E;QL?unan air bersih/ air Renovasi > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
> 65% 15
04.14.07 Bangunan air kotor Renovasi > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
> 65% 15
04.15 Instalasi
04.15.01 Lr;sktlajllam air bersih / air Renovasi > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 7
> 45% s.d 65% 10
> 65% 10
04.15.02 Instalasi air kotor Renovasi > 0% s.d 30% 2
> 30% s.d 45% 7
> 45% s.d 65% 10
> 65% 10
04.15.03 Instalasi pengolahan Renovasi > 0% s.d 30% 1
sampah
> 30% s.d 45% 3
> 45% s.d 65% 5
> 65% 5
04.15.04 Instalasi pengolahan bahan Renovasi > 0% s.d 30% 1
bangunan
> 30% s.d 45% 3
> 45% s.d 65% 5
> 65% 5
04.15.05 Instalasi pembangkit listrik | Renovasi > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
> 65% 15
04.15.06 Instalasi gardu listrik Renovasi > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
> 65% 15
04.15.07 Instalasi pertahanan Renovasi > 0% s.d 30% 1
> 30% s.d 45% 3
> 45% s.d 65% 5
> 65% 5
04.15.08 Instalasi gas Renovasi > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
> 65% 15
04.15.09 Instalasi pengaman Renovasi > 0% s.d 30% 1
> 30% s.d 45% 1
> 45% s.d 65% 3
> 65% 3
04.15.10 Instalasi lain Renovasi > 0% s.d 30% 1
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Presentase
Renovasi/restorasi/ Penambahan
Kode Barang Uraian Jenis Overhaul dari Hilal | masa manfaat
Buku Aset Tetap (di (tahun)
luar penyusutan)
> 30% s.d 45% 1
> 45% s.d 65% 3
> 65% 3
04.16 Jaringan
04.16.01 Jaringan air minum Overhaul > 0% s.d 30% 2
> 30% s.d 45% 7
> 45% s.d 65% 10
> 65% 10
04.16.02 Jaringan listrik Overhaul > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
> 65% 15
04.16.03 Jaringan telepon Overhaul > 0% s.d 30% 2
> 30% s.d 45% 5
> 45% s.d 65% 10
> 65% 10
04.16.04 Jaringan gas Overhaul > 0% s.d 30% 2
> 30% s.d 45% 7
> 45% s.d 65% 10
> 65% 10
04.16.05 Alat musik modern / band Overhaul > 0% s.d 25% 1
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 2
> 75% 2
6 07 00 00 000 Aset tetap dalam renovasi
6 07 02 01 001 rPeer:(a;?at:in den mesn G| overau > 0%s.d 100% 2
Gedung dan bangunan
6070301001 | dalam renovasi Overhaul > 0%s.d 30% °
> 30% s.d 45% 10
> 45% 15
6 07 04 01 001 \C]jalan irigasi da_n jaringan Renovasi / > 0% s.d 100% 5
alam renovasi overhaul

Perhitungan penambahan umur ekonomis sebagaimana point 13 berlaku mulai pada pemeliharaan
tahun 2016.

16. Pengeluaran biaya pemeliharaan terhadap aset tetap yang belum ada nilainya (nilai Rp1,00)
maka biaya pemeliharaan dilakukan kapitalisasi tapi tidak menambah umur ekonomis.

Penyusutan:
17.Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Metode garis
lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Rumusan perhitungan penyusutan adalah:

Penyusutan per periode = Nilai yang dapat disusutkan

Masa Manfaat Error! No bookmark name given.
18. Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan. Asset tetap dengan tidak memiliki
nilai sisa (residu).

19. Masa manfaat aset untuk melakukan perhitungan penyusutan adalah sebagai berikut:
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TABEL MASA MANFAAT

TABEL |
MASA

KODE BARANG URAIAN MANFAAT
PERALATAN DAN MESIN
3 01 00 00 000 | Alat besar
3 01 01 00 000 | Alat besar darat 10
3 01 02 00 000 | Alat besarapung 8
3 01 03 00 000 | Alatbantu 7
3 02 00 00 000 | Alatangkutan
3 02 01 00 000 | Alatangkutan darat bermotor 7
3 02 02 00 000 | Alatangkutan darat tak bermotor 2
3 02 03 00 000 | Alatangkutan apung bermotor 10
3 02 04 00 000 | Alatangkutan apung tak bermotor 3
3 02 05 00 000 | Alatangkutan bermotor udara 20
3 03 00 00 000 | Alatbengkel dan alat ukur
3 03 01 00 000 | Alat bengkel bermesin 10
3 03 02 00 000 | Alat bengkel tak bermesin 5
3 03 03 00 000 | Alatukur 5
3 04 00 00 000 | Alat pertanian
3 04 01 00 000 | Alatpengolahan 4
3 05 00 00 000 | Alat kantor & rumah tangga
3 05 01 00 000 | Alat kantor 5
3 05 02 00 000 | Alatrumah tangga 5
3 06 00 00 000 | Alatstudio, komunikasi dan pemancar
3 06 01 00 000 | Alatstudio 5
3 06 02 00 000 | Alat komunikasi 5
3 06 03 00 000 | Peralatan pemancar 10
3 06 04 00 000 | Peralatan komunikasi navigasi 15
3 07 00 00 000 | Alat kedokteran dan kesehatan
3 07 01 00 000 | Alat kedokteran 5
3 07 02 00 000 | Alat kesehatan umum 5
3 08 00 00 000 | Alat laboratorium
3 08 01 00 000 | Unitalat laboratorium 8
3 08 02 00 000 | Unitalat laboratorium kimia nuklir 15
3 08 03 00 000 | Alatlaboratorium fisika nuklir/elektronika 15
3 08 04 00 000 | Alat proteksiradiasi/proteksi lingkungan 10
3 08 05 00 000 Radiation aplication & non destructive testing 10

laboratory
3 08 06 00 000 | Alatlaboratorium lingkungan hidup 7
3 08 07 00 000 | Peralatan laboratorium hydrodinamica 15
3 08 08 00 000 Alat Iaborato_rium standarsasi kalibrasi & 10

Instrumentasi
3 09 00 00 000 | Alat persenjataan
3 09 01 00 000 | Senjata api 10
3 09 02 00 000 | Pesenjataan non senjata api 3
3 09 03 00 000 | Senjata sinar 5
3 09 04 00 000 | Alat khusus kepolisian 4
3 10 00 00 000 | Komputer
3 10 01 00 000 | Komputer unit 4
3 10 02 00 000 | Peralatan komputer 4
3 11 00 00 000 | Alateksplorasi
3 11 01 00 000 | Alateksplorasitopografi 5
3 11 02 00 000 | Alateksplorasi geofisika 10
3 12 00 00 000 | Alat pengeboran
3 15 04 00 000 | Alat kerja penerbangan 10
3 16 00 00 000 | Alat peraga
3 16 01 00 000 | Alat peraga pelatihan dan percontohan 10
3 17 00 00 000 | Peralatan proses/produksi
3 17 01 00 000 | Unit peralatan proses/produksi 8
3 18 00 00 000 | Rambu-rambu
3 18 01 00 000 | Rambu-rambu lalu lintas darat 7
3 18 02 00 000 | Rambu-rambu lalu lintas udara 5
3 18 03 00 000 | Rambu-rambu lalu lintas laut 15
3 19 00 00 000 | Peralatan olahraga
3 19 01 00 000 | Peralatan olahraga 3
Gedung dan bangunan
4 01 00 00 000 | Bangunan gedung
4 01 01 00 000 | Bangunan gedung tempat kerja 50
4 01 02 00 000 | Bangunan gedung tempat tinggal 50
4 02 00 00 000 | Monumen
4 02 01 00 000 | Candi/tugu peringatan/prasasti 50
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MASA
KODE BARANG URAIAN MANFAAT
4 03 00 00 000 | Bangunan menara
4 03 01 00 000 | Bangunan menara perambuan 40
4 04 00 00 000 | Tugu titik kontrol/pasti
4 04 01 00 000 | Tugu/tanda batas 30
4 04 01 00 000 | Pilar/Tugu/Tanda Lainnya 25
4 04 01 00 000 | Pagar 20
Jalan, irigasi dan jaringan
5 01 00 00 000 | Jalandan jembatan
5 01 01 00 000 | Jalan 10
5 01 02 00 000 | Jembatan 50
5 02 00 00 000 | Bangunan air
5 02 01 00 000 | Bangunan air irigasi 50
5 02 02 00 000 | Bangunan pengairan pasang surut 50
5 02 03 00 000 | Bangunan pengembangan kawat dan polder 25
5 02 04 00 000 Bangunan pengaman sungai/pantai & 10
penangulangan bencana alam
5 02 05 00 000 | Bangunan pengembangan sumber air dan air tanah 30
5 02 06 00 000 | Bangunan air bersih/air baku 40
5 02 07 00 000 | Bangunan air kotor 40
5 03 00 00 000 | Instalasi
5 03 01 00 000 | Instalasi air bersih/ air baku 30
5 03 02 00 000 | Instalasi air kotor 30
5 03 03 00 000 | Instalasi pengolahan sampah 10
5 03 04 00 000 | Instalasi pengolahan bahan bangunan 10
5 03 05 00 000 | Instalasi pembangkit listrik 40
5 03 06 00 000 | Instalasigardu listrik 40
5 03 07 00 000 | Instalasi pertahanan 30
5 03 08 00 000 | Instalasigas 30
5 03 09 00 000 | Instalasi pengaman 20
5 03 10 00 000 | Instalasi lain 5
5 04 00 00 000 | Jaringan
5 04 01 00 000 | Jaringan air minum 30
5 04 02 00 000 | Jaringan listrik 40
5 04 03 00 000 | Jaringan telepon 20
5 04 04 00 000 | Jaringan gas 30

Pengungkapan Aset Tetap:

20. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi

penting lainnya sehubungan dengan aset tetap yang tercantum dalam neraca, serta jumlah

komitmen untuk akuisisi aset tetap apabila ada.

21.  Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

a.
b.

449

Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount).

Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)

Penambahan.

Pelepasan.

Akumulasi penyusutan.

Mutasi aset tetap lainnya.

Informasi Penyusutan, meliputi:

Nilai penyusutan.

Metode penyusutan yang digunakan.

Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.

Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Definisi dan Klasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan:

1. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

2.

irigasi

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,

dan jaringan, serta asset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau
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pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir

tahun anggaran.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan:

3. Suatu asset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan
asset tersebut akan diperoleh.
b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.

c.  Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan:

4. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan:
Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi
aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau kontrak konstruksi.
5. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan
kekonstruksi tersebut.
c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
6. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian
pekerjaan.
b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan
yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.
c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanan
kontrak konstruksi.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan:

7. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada
akhir periode akuntansi:
a.Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka
waktu penyelesaiannya.
b.Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.
c.Jumlah biaya yang telah dikeluarkan.
d.Uang muka kerja yang diberikan.
e.Retensi.
8. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam
pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk
menentukan nilai tercatat (carrying amount), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah

pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Definisi dan Klasifikasi Dana Cadangan:

1. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang
memerlukan dana relatif besar sehingga menjadi tidak proporsional apabila kebutuhan tersebut
dipenuhi hanya melalui penerimaan daerah dalam satu tahun anggaran.

2. Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset.

Pengakuan Dana Cadangan:
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3. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening
dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan
mekanisme LS.

Pengukuran Dana Cadangan:
4. Pembentukan dana cadangan di akui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait

pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal. Bunga dana cadangan sebagai
penambahan dana cadangan.

5. Hasil pengelolaan hasil danacadangan diukur sebesar nilai nominal.

6. Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat
perintah pemindahanbuku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk
pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Pengungkapan Dana Cadangan:

7. Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK), sekurang-
kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
a. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukaan dana cadangan.
b. Tujuan pembentukan dana cadangan.
c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
d. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke

rekening dana cadangan.
e. Sumber dana cadangan.
f. Tahun anggaran pelaksanaan dana anggaran.
4411 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Definisi dan Klasifikasi Aset Lainnya:

1. Aset lainnya adalah aset Pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap,
dan dana cadangan.
2. Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Tagihan Jangka Panjang:
1) Tagihan Penjualan Angsuran.
2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga:
1) Kerjasama Pemanfaatan.
2) Bangun Guna Serah.
3) Bangun Serah Guna.
4) Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.
c. Aset Tidak Berwujud:
1) Goodwill.
2) Lisensi dan Frenchise.
3) Hak Paten/Hak Cipta.
4) Royalti.
5) Software.
6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
7) Aset Tidak lainnya.
8) Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan.
d. Aset Lain — lain:
1)  Aset yang diusulkan dihapus.
2)  Aset dalam proses penelusuran.

3) Aset tanah yang tidak masuk neraca.
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3. Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

a.
b.

C.

Tagihan Jangka Panjang.
Kemitraan dengan Pihak ketiga.

Aset lain-lain.

4. Aset lainnya yang menjadi kewenangan OPD meliputi:

a.
b.

Aset Tak Berwujud.

Aset lain-lain.

Pengakuan Aset Lainnya:

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai
berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang:

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a.

Tagihan Penjualan Angsuran:

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset
pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan
penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah
dan penjualan rumah golongan II1.

Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah:

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus
dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan
Pembebanan Kerugian Daerah (SKPKD).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga:

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah

diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai

peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a.

b.

Kerja Sama Pemanfaatan (KSP):

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka
waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan
perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

Bangun Guna Serah — BGS:

Bangun Guna Serah (BGS) adalah pemanfaatan aset berupa tanah milik pemerintah daerah oleh pihak
lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan
oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya
diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya.

BGS diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset
dari aset tetap menjadi aset lainnya BGS.

Bangun Serah Guna— BSG:

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor,
dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut
fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk
dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat terjadi perjanjian
kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya.
Kerjasama Penyediaan Infrastuktur (KSPI):

Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) adalah kerjasama antara Pemerintah dan badan usaha
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untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KSPI diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi

aset dari aset tetap menjadi aset lainnya KSPI.

3. Aset Tidak Berwujud (ATB):

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan

salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil

kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian

diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

a.

Goodwill:

Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian
kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas
berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai
buku kekayaan bersih perusahaan.

Hak Paten atau Hak Cipta:

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu
pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah.
Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi
pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

Royalti:

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya
pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan
merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang
dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa
adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan. Software dimaksud merupakan software
komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

Lisensi:

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain
berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan
Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang:

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau
pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang
dapat diidentifikasi sebagai aset.

Aset Tak Berwujud Lainnya:

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke
dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan:

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang
jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya
melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi
dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak
berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset — work in progress), dan setelah pekerjaan selesai
kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa
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potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah
atau dinikmati oleh entitas.
2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
4. Aset Lain-Lain:
Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke
dalam aset lain-lain. Aset Lain-lain antara lain terdiri dari :
a. Aset yang diusulkan dihapus:
Aset dimaksud merupakan aset yang rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan
karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan,

penyertaan modal).

b. Aset dalam proses penelusuran:
Aset dalam proses penelusuran adalah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah namun masih
membutuhkan penelusuran keberadaannya.

c. Aset tanah yang tidak masuk neraca:
Aset dimaksud adalah aset tanah milik pemerintah daerah, namun tidak dapat dimanfaatkan lagi
untuk menunjang operasional dinas karena terjadi perubahan fisik/dataran tanahnya hilang antara lain
karena abrasi, erosi, dan lain-lain.

Pengukuran Aset Lainnya:

1. Tagihan Jangka Panjang:

a. Tagihan Penjualan Angsuran:
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari  kontrak/berita acara penjualan aset
yang bersangkutan.

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah:
Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Kerugian
Daerah dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga:

a. Kerjasama Pemanfaatan (KSP):
Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat
perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
Setelah selesai perjanjian kerjasama KSP, Pemerintah Daerah dapat memperoleh hasil KSP yang
dapat berupa tanah, gedung, bangunan serta sarana dan fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP.
Hasil KSP tersebut berupa tanah, gedung, bangunan serta sarana dan fasilitas yang diadakan oleh
mitra KSP diakui sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian KSP serta dicatat
sebesar nilai wajar pada saat penyerahan.

b. Bangun Guna Serah — BGS:
BGS dicatat sebesar nilai tercatat aset tetap tanah atau nilai wajar pada saat perjanjian atas tanah yang
diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS
tersebut.
Setelah selesai perjanjian kerjasama BGS, Pemerintah Daerah memperoleh hasil BGS yang sesuai
perjanjian yang diadakan oleh mitra BGS.
Hasil BGS tersebut diakui sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian BGS serta
dicatat sebesar nilai wajar pada saat penyerahan.

c. Bangun Serah Guna — BSG:
BSG dicatat sebesar nilai tercatat aset tetap tanah atau nilai wajar pada saat perjanjian atas tanah yang
diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BSG

tersebut ditambah nilai perolehan bangunan yang diserahkan oleh pihak ketiga.
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d. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI):

Kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) dinilai sebesar nilai tercatat pada saat perjanjian atau nilai
wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.Kerjasama ini
dilaksanakan khusus dalam rangka penyediaan infrastruktur.
Setelah selesai perjanjian kerjasama KSPI, Pemerintah Daerah dapat memperoleh hasil KSPI berupa
infrastruktur seperti jalan, bendungan dan lainnya yang diadakan oleh mitra KSPI.
Hasil KSPI tersebut diakui sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian KSPI serta
dicatat sebesar nilai wajar pada saat penyerahan.

3. Aset Tidak Berwujud:

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah

daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat

ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan
mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak
berwujud dengan pembelian terdiri dari:

a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan
rabat.

b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang
membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang
dapat diatribusikan secara langsung adalah:

1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan.
2) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan.
3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar
biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak
boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.

c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang
dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

d) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya
tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

4. Aset Lain-lain:

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk

dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai

tercatat/nilai bukunya.

Amortisasi:

1. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa
manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan
secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

2. Amortisasi dapat dikukan dengan berbagai metode seperti garis lurus.

Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang
sama. Rumusan tersebut adalah:

Penyusutan per periode = Nilai yang dapat disusutkan

Massa Manfaat

Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dan tidak memiliki nilai sisa (residu).
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3. Masa manfaat aset tak berwujud selain yang memiliki masa manfaat tak terbatas adalah selama 4
(empat) tahun.

4. Penambahan masa manfaat aset tak berwujud karena adanya perbaikan yang berupa upgrade disajikan
pada tabel sebagai berikut :

Presentase
. . . PENAMBAHAN
. . Renovasi/restorasi/Overhaul dari
Uraian Jenis ) ] MASA MANFAAT
Hilal Buku Aset Tetap (di luar
(TAHUN)
penyusutan)
Software Upgrade > 0% s.d 25% 1
> 25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
> 75% s.d 100% 2

Pengakuan Aset Lainnya:

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan
hal-hal sebagai berikut:
1. Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan,
2. Sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Besaran dan rincian aset lainnya.

b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud.

c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga

(sewa, KSP,BSG dan BGS).

d. Informasi lainnya yang penting.

Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Definisi dan Klasifikasi Kewajiban:

Kewajiban adalah:
Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber
daya ekonomi Pemerintah Kota Semarang.

Klasifikasi Kewajiban:

Dalam neraca pemerintah kota Semarang, kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan
kewajiban jangka panjang, yaitu:
1. Kewajiban jangka pendek:
Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban pemerintah kota Semarang yang diharapkan dibayar
dalam waktu 12 ( dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
2. Kewajiban jangka panjang:
Kewajiban jangka panjang mencakup semua kewajiban pemerintah kota Semarang yang harus dibayar

kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan Kewajiban:

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan
atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas
kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran Kewajiban:
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1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan
dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada
tanggal neraca.

Pengungkapan Kewajiban:

Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan Atas
Laporan Keuangan adalah:
1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi
pinjaman.
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Kota Semarang berdasarkan jenis sekuritas utang
Pemerintah Kota Semarang dan jatuh temponya.
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
5. Perjanjian restrukturisasi utang yang meliputi:
a. Pengurangan pinjaman.
b. Modifikasi persyaratan utang.
c. Pengurangan tingkat bunga pinjaman.
d. Pengunduran jatuh tempo pinjaman.
e. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjman.
f. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
6. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umum utang berdasarkan kreditur.
7. Biaya pinjaman:
a. Perlakuan biaya pinjaman.

b. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan.
c. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.
4.4.13 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Definisi dan Klasifikasi Ekuitas:

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah kota Semarang yang merupakan selisih antara aset dan
kewajiban pemerintah kota Semarang.
Klasifikasi:
2. Ekuitas diklasifikasikan dalam:
a. Ekuitas Awal.
b. Surplus/Defisit LO.
c. Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas.

Pengakuan dan pengukuran ekuitas:

3. Pengakuan dan pengukuran ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek,
investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran

pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban.

Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi:

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional
(LO) dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan
keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Dalam kebijakan ini

proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts).
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BAB V
PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos Pelaporan Keuangan

1.1.1. Pendapatan LRA
5.1.2. Belanja

5.1.3. Pembiayaan
5.1.4. Pendapatan-LO
5.1.5. Beban

5.1.6. Aset

5.1.7. Kewajiban

5.1.8. Ekuitas
5.2 Pengungkapan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang

5.3 Penjelasan atas Dana-Dana Non APBD

Tabel 1

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

ASET LANCAR

No Uraian Tahun 2022 Tahun 2021
01 ASET
02
03 ASET LANCAR
04 Kas di Kas Daerah - -
05 Kas di Bendahara Pengeluaran - 158.382.905
06 Kas di Bendahara Penerimaan - -
07 Kas di BLUD 4.183.638.791 6.497.799.467
08 Kas Dana BOS - -
09 Kas Dana Kapitasi pada FKTP -
10 Kas Lainnya -
11 Setara Kas -
12 Investasi Jangka Pendek -
13 Piutang Pajak - -
14 Piutang Retribusi 22.713.000 56.772.000
15 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan )
Daerah yang Dipisahkan
16 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 343.940.700 264.956.100
17 Piutang Transfer Pemerintah Pusat - -
18 Piutang Transfer Antar Daerah -
19 Piutang Lainnya - -
20 Penyisihan Piutang -1.832.519 -1.608.640
21 Beban Dibayar Dimuka - -
22 Persediaan 43.885.531.182 36.988.787.756
23 Jumlah Aset Lancar (4 s/d 22) 48.433.841.154 43.965.089.588,00
ASET TETAP
No Uraian Tahun 2022 Tahun 2021
01 ASET TETAP
41
42 Tanah 59.955.708.382 60.001.608.382
43 Peralatan dan Mesin 211.210.000.788 183.129.809.072
44 Gedung dan Bangunan 165.956.895.362 162.369.007.884
45 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 12.242.338.451 11.831.447.216
46 Aset Tetap Lainnya 477.266.054 626.148.654
47 Konstruksi dalam Pengerjaan 2.424.529.144 2.385.065.873
48 Akumulasi Penyusutan -178.061.094.686 -157.802.020.632
49 Jumlah Aset Tetap (42 s/d 48) 274.175.643.945 262.541.066.449,00
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Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk

digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan
biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat
perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau kontruksinya,
termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa
aset tersebut kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang
dimaksudkan. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan pada saat 31 Desember 2021
masing-masing sebesar Rp. 274.364.426.095,- dan Rp. 262.541.066.449,-

ASET LAINNYA
No Uraian Tahun 2022 Tahun 2021

55 ASET LAINNYA

56 | Tagihan Jangka Panjang - N

57 | Kemitraan dengan Pihak Ketiga - -

58 | Aset Tak Berwujud 862.217.657 707.063.357
59 | Aset Lain-lain 274.180.375 279.437.875
60 Amortisasi Aset Tak Berwujud -702.294.604 -652.810.244
61 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya -24.742.500 -24.000.000
62 | Jumlah Aset Lainnya (56 s/d 61) 409.360.928 309.690.988

5.1.7 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

No Uraian Tahun 2022 Tahun 2021
68 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
69 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 129.912.888
70 Utang Bunga
71 Utang Pinjaman Jangka Pendek
72 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
73 Pendapatan Diterima Dimuka
72 Utang Belanja 457.338.290 10.072.988.507
75 Utang Jangka Pendek Lainnya
76 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (69 s/d 75) 457.338.290 10.202.901.395
78 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
79 Utang kepada Pemerintah Pusat
80 Utang kepada Lembaga Keuangan Bank
81 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
82 Utang kepada Masyarakat (Obligasi)
83 Premiun (Diskonto) Obligasi
84 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (79 s/d 83)
85 | JUMLAH KEWAJIBAN (76 + 84) 457.338.290,00 10.202.901.395,00
86
87 EKUITAS DANA
88 Ekuitas Dana -6.977.074.903 296.612.945.629
89 Ekuitas Dana di Konsolidasikan 329.727.364.790

JUMLAH EKUITAS DANA (88) 322.750.289.887 296.612.945.629,00
90 | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (85 + 89) 323.207.628.177 306.815.847.024,00
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5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan LRA
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah

yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kota Semarang sebanyak 2
(dua) obyek, yaitu:
1. Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan.

2. Dana Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas

Realisasi pendapatan gajak/retribusi daerah adalah :

Anggaran 2022 Realisasi 2022 Realisasi 2021

Retribusi Pelayanan Kesh. 1.320.000.000 1.248.710.680 513.171.000

Dana BLUD Puskesmas. 66.525.100.000 65.871.503.900 63.616.410.299

Pajak/Retribusi Daerah... ......cc...cccoe iiiiiiiiiiiis eeeeiiiiiiiin.s
Jumlah 67.845.000.000 67.120.214.580 64.129.581.299

Realisasi pendapatan daerah pada Dinas Kesehatan mencapai Rp. 67.120.214.580 atau 98,93%,
melebihi/kurang sebesar Rp.724.785.420,- dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 67.845.000.000,-
Dari realisasi pendapatan daerah yang sebesar Rp. 67.116.108.595,- dapat dijelaskan sebagai berikut

DINAS KESEHATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Kode

URAIAN ANGGARAN 2022 REALISASI 2022 % REALISASI 2021

| | 2 3 4 5 6

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah 1,320,000,000 1,248,710,680 94.60 513,171,000

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
ang Dipisahkan

Lain-lain PAD yang Sah 66,525,000,000 65.871.503.900 99.01 63,616,410,299

Uumlah Pendapatan Asli Daerah 67,845,000,000 67.120.214.580 98.93 64,129,581,299

PENDAPATAN TRANSFER

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH
PUSAT - DANA PERIMBANGAN

Dana Bagi Hasil

Dana Alokasi Umum
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Dana Alokasi Khusus - Fisik

[Dana Alokasi Khusus - Non Fisik

Uumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH
PUSAT - LAINNYA

Dana Insentif Daerah

[Dana Otonomi Khusus

[Dana Keistimewaan

[Dana Desa

Dumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -
Lainnya

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH

Pendapatan Bagi Hasil

Bantuan Keuangan

umlah Pendapatan Transfer Antar Daerah

Total Pendapatan Transfer

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG
SAH

Pendapatan Hibah

Pendapatan Dana Darurat

Pendapatan Lainnya

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

JUMLAH PENDAPATAN 67,845,000,000 67.120.214.580 98.93 64,129,581,299
BELANJA
BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai 188,696,005,544 183,908,669,082 | 97,46 183,587,336,942
Belanja Barang dan Jasa 187,545,522,447 179,471,822,259 95,69 338,670,494,215
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah 87,450,000 81,996,500 93,76
Belanja Bantuan Sosial
Jumlah Belanja Operasi 376,328,977,991 363,462,487,841 96,58 522,257,831,157
BELANJA MODAL
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32,661,000,306 28,894,956,849 88,47 14,508,486,183
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6,761,103,302 6,268,504,756 92,71 7,251,879,762
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 228,123,360 226,645,785 99,35 2,075,375,585
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 339,078,686 336,966,600 99.38 11,095,800
Belanja Modal Aset Lainnya 100,000,000 165,735,200
Jumlah Belanja Modal 40,089,305,654 35,727,073,990 89,12 24,012,572,530
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32,661,000,306 28,894,956,849 88,47 14,508,486,183

BELANJA TAK TERDUGA

Belanja Tak Terduga

Jumlah Belanja Tak Terduga

BELANJA TRANSFER

Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah
Kabupaten/Kota
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Belanja Bantuan Keuangan Kota ke Daerah Provinsi

Belanja Bantuan Keuangan Kota ke Desa

Jumlah Belanja Transfer

JUMLAH BELANJA

416,418,283,645

399,189,561,831

95,86

546,270,403,687

SURPLUS/DEFISIT

(348,573,283,645)

(332,069,347,251)

95,26

(482,140,822,388)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA RINCIAN BELANJA)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

ANGGARAN REALISASI
Kode URAIAN 2022 REALISASI 2022 % 2021
1 2 3 4 5 6
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Retribusi Daerah 1,320,000,000 1,248,710,680 94.60 513,171,000
Retribusi Jasa Usaha 1,320,000,000 1,248,710,680 94.60 513,171,000
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1,320,000,000 1,248,710,680 94.60 513,171,000
Retribusi Pemakaian Laboratorium 1,320,000,000 1,248,710,680 94.60 513,171,000
Lain-lain PAD yang Sah 66,525,000,000 65,871,503,900 99.01 63,616,410,299
Pendapatan BLUD 66,525,000,000 65,871,503,900 99.01 63,616,410,299
Pendapatan BLUD 66,525,000,000 65,871,503,900 99.01 63,616,410,299
Pendapatan BLUD 66,525,000,000 65,871,503,900 99.01 63,616,410,299
JUMLAH PENDAPATAN 67,845,000,000 67.120.214.580 98.93 64,129,581,299
BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 86,538,833,819 85,585,181,075 98.90 70,343,327,011
Belanja Gaji Pokok ASN 63,449,211,228 62,821,444,274 182.96 55,298,535,870
Belanja Gaji Pokok PNS 63,335,646,348 62,726,145,074 99.04 55,298,535,870
Belanja Gaji Pokok PPPK 113,564,880 95,299,200 83.92 -
Belanja Tunjangan Keluarga ASN 4,647,973,592 4,614,752,754 99.29 4,678,075,943
Belanja Tunjangan Keluarga PNS 4,642,673,900 4,610,305,458 99.30 4,678,075,943
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 5,299,692 4,447,296 83.92 -
Belanja Tunjangan Jabatan ASN 161,489,372 159,590,000 98.82 222,590,000
Belanja Tunjangan Jabatan PNS 161,489,372 159,590,000 98.82 222,590,000
Belanja Tunjangan Fungsional ASN 6,849,289,008 6,815,344,459 99.50 6,449,295,000
Belanja Tunjangan Fungsional PNS 6,838,993,008 6,806,704,459 99.53 6,449,295,000
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 10,296,000 8,640,000 83.92 -
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 1,428,134,000 1,411,485,000 98.83 580,580,000
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Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 1,428,134,000 1,411,485,000 98.83 580,580,000
Belanja Tunjangan Beras ASN 3,230,491,440 3,204,222,900 99.19 2,953,722,120
Belanja Tunjangan Beras PNS 3,224,277,804 3,199,008,660 99.22 2,953,722,120
Belanja Tunjangan Beras PPPK 6,213,636 5,214,240 83.92 -
i‘g;”’a Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 299,506,182 298,901,519 99.80 159,744,435
B lanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 299,506,182 298,901,519 99.80 159,744,435
Belanja Pembulatan Gaji ASN 1,115,621 1,001,033 89.73 783,643
Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,112,175 998,269 89.76 783,643
Belanja Pembulatan Gaji PPPK 3,446 2,764 80.21 -
Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 5,747,904,420 5,739,817,898 99.86 -
Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 5,741,465,568 5,733,891,418 99.87 -
Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK 6,438,852 5,926,480 92.04 -
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 131,384,028 129,653,899 98.68 -
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 131,150,748 129,463,309 98.71 -
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja
PPPK 233,280 190,590 81.70 -
Belanja luran Jaminan Kematian ASN 393,700,212 388,967,339 98.80 -
Belanja luran Jaminan Kematian PNS 393,000,348 388,395,539 98.83 -
Belanja luran Jaminan Kematian PPPK 699,864 571,800 81.70 -
Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan
Perumahan Rakyat ASN 198,634,716 - - -
Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan
Perumahan Rakyat PNS 198,634,716 - - -
Belanja Tambahan Penghasilan ASN 83,538,668,748 80,503,612,375 96.37 86,077,531,500
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban
Kerja ASN - - - 6,456,194,625
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban
Kerja PNS - - - 6,456,194,625
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi
Kerja ASN 83,538,668,748 80,503,612,375 96.37 79,621,336,875
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi
Kerja PNS 83,538,668,748 80,503,612,375 96.37 79,621,336,875
Tambahan Penghasilan berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 935,153,570 807,403,570 86.34 9,294,831,399
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan
Retribusi Daerah - - - 8,742,321,899
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan
Retribusi Jasa Umum-Pelayanan - - - 8,742,321,899
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 177,443,570 177,443,570 100.00 -
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 177,443,570 177,443,570 100.00 -
Belanja Honorarium 745,710,000 618,020,000 82.88 540,509,500
Belanja Honorarium Penanggungjawaban
Pengelola Keuangan 629,520,000 556,870,000 88.46 530,380,000
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 116,190,000 61,150,000 52.63 10,129,500
Belanja Jasa Pengelolaan BMD 12,000,000 11,940,000 99.50 12,000,000
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak
Menghasilkan Pendapatan 12,000,000 11,940,000 99.50 12,000,000
Belanja Pegawai BLUD 17,683,349,407 17,012,472,063 96.21 17,871,647,032
Belanja Pegawai BLUD 17,683,349,407 17,012,472,063 96.21 17,871,647,032
Belanja Pegawai BLUD 17,683,349,407 17,012,472,063 96.21 17,871,647,032
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang 37,392,502,192 35,506,218,539 94.96 32,712,278,657
Belanja Barang Pakai Habis 37,392,502,192 35,506,218,539 94.96 32,712,278,657
Belanja Ba_lhan-Bahan Bangunan dan 203,830 ) ) )
Konstruksi
Belanja Bahan-Bahan Kimia 4,651,800,920 4,570,655,359 98.26 350,468,835
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 164,491,310 99,262,271 60.34 11,621,000
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam 18,118,790 12,496,906 68.97 13,185,146
Kebakaran
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 56,073,600 51,362,000 91.60 74,632,500
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Belanja Bahan-Bahan Lainnya 68,362,290 40,140,850 58.72 87,926,804

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat

Kedokteran 59,143,260 36,352,780 61.47 )

Belanja SL_Jku Cadang-Suku Cadang Alat 17,404,950 15,647,000 89.90

Laboratorium -

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 3,595,400 3,380,000 94.01 -

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Alat Tulis Kantor 842,887,275 666,668,298 79.09 524,205,533

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Kertas dan Cover 5,542,670 5,542,670 100.00 -

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Cetak 1,806,623,082 1,629,888,534 90.22 1,061,592,975

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Benda Pos 53,215,000 37,425,000 70.33 17,090,000

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer 39,297,314 26,719,920 67.99 -

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Perabot Kantor 276,853,046 261,672,690 94.52 149,136,496

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Alat Listrik 56,576,808 42,575,030 75.25 76,777,396

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Perlengkapan Dinas 90,476,400 50,204,000 55.49 -

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Suvenir/Cendera Mata 41,061,680 27,330,000 66.56 -

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 9,037,788,520 8,521,415,578 94.29 12,136,760,857

Belanja Obat-Obatan-Obat 9,106,138,897 8,996,549,687 98.80 833,141,268

Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 343,663,450 235,975,034 68.66 5,340,420,668

Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-

Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada

Masyarakat 13,471,000 13,391,000 99.41 1,917,270

Belanja Natura dan Pakan-Natura 340,327,300 333,126,869 97.88 203,332,800

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,856,609,000 4,761,892,463 98.05 5,072,039,509

Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 165,664,000 54,143,600 32.68 33,032,600

Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas

Pelayanan Urusan Kesehatan 1,941,796,000 1,941,496,000 99.98 211,609,000

Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas

Lapangan 3,134,340,000 2,878,505,000 91.84 6,460,738,000

Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 25,776,000 21,600,000 83.80 -

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 74,100,000 69,930,000 94.37 -

Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) - - - 18,000,000

Belanja Pakaian Siaga 3,109,000 3,100,000 99.71 -

Belanja Pakaian Batik Tradisional 90,219,000 90,000,000 99.76 11,600,000

Belanja Pakaian Olahraga 7,772,400 7,770,000 99.97 23,050,000
Belanja Jasa 86,779,173,303 85,048,638,723 98.01 252,326,469,737
Belanja Jasa Kantor 25,970,183,313 24,571,394,545 94.61 84,102,613,308

Honorarium Narasumber atau Pembahas,

Moderator, Pembawa Acara, dan P 1,777,450,000 1,468,008,000 82.59 1,187,297,500
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Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan

Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1,010,400,000 1,003,800,000 99.35 155,700,000
Honorarium Rohaniwan 1,000,000 900,000 90.00 -
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin,

Majalah, Pengelola Teknologi Inf 2,400,000 2,400,000 100.00 -
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 21,000,000 21,000,000 100.00 164,200,000
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 14,439,618,230 14,065,106,050 97.41 32,068,428,798
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 119,862,000 118,470,252 98.84 20,903,500
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 151,248,000 130,505,903 86.29 152,061,175
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan

Kebudayaan 390,400,000 338,692,200 86.76 -
Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1,629,756,000 1,576,073,184 96.71 279,246,880
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 211,560,000 204,601,260 96.71 246,512,573
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1,985,022,000 1,922,263,789 96.84 3,307,716,794
Belanja Jasa Tenaga Ahli 18,200,000 18,200,000 100.00 -
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 661,046,614 542,114,455 82.01 674,840,482
Belanja Jasa Tenaga Keamanan 185,909,000 179,718,873 96.67 166,655,301
Belanja Jasa Tenaga Supir 75,624,000 72,840,504 96.32 133,772,096
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 16,000,000 16,000,000 100.00 -
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 480,534,720 469,643,000 97.73 455,394,390
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 31,800,000 28,864,000 90.77 2,800,000
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 3,000,000 3,000,000 100.00 -
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian

dan Kebudayaan, serta Alat R 28,934,800 15,876,800 54.87 3,138,000
Belanja Jasa Kalibrasi - - - 94,608,800
Belanja Jasa Pengolahan Sampah - - - 800,126,976
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan

Pemotretan 33,394,540 33,250,000 99.57 66,000,000
Belanja Tagihan Telepon 220,857,914 169,735,477 76.85 149,754,596
Belanja Tagihan Air 30,854,000 19,545,435 63.35 7,967,450
Belanja Tagihan Listrik 907,180,951 776,122,043 85.55 739,555,915
Belanja Langganan Jurnal/Surat

Kabar/Majalah 4,090,094 2,951,000 72.15 1,689,000
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/ TV

Berlangganan 397,180,000 364,251,600 91.71 61,669,258
Belanja Paket/Pengiriman 32,080,000 30,599,720 95.39 2,351,000
Belanja Penambahan Daya 60,000,450 25,830,000 43.05 -
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Belanja Pengolahan Air Limbah - - - 36,816,930
Belanja Medical Check Up 63,970,000 25,321,000 39.58 -
Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator - - - 981,000,000
Belanja Insentif Tenaga Kesehatan
Penanganan COVID-19 979,810,000 925,710,000 94.48 42,142,405,894
Belanja luran Jaminan/Asuransi 57,826,676,740 57,754,843,636 99.88 167,162,901,552
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala
Desa dan Perangkat Desa - - - 55,121,000
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta
PBPU dan BP Kelas 3 57,095,959,200 57,064,522,200 99.94 12,666,582,352
Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi
Peserta PBPU dan BP Kelas - - - 154,441,198,200
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non
ASN 647,695,500 620,138,894 95.75 -
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi
Non ASN 36,854,520 31,190,171 84.63 -
Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non
ASN 46,167,520 38,992,371 84.46 -
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2,310,228,350 2,217,317,686 95.98 176,093,143
Belanja Sewa Electric Generating Set 231,000,000 229,746,000 99.46 -
Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya 77,588,800 77,196,075 99.49 -
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor
Penumpang - - - 10,600,000
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 35,000,000 31,297,201 89.42 -
Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat - - - 7,400,000
Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 81,818,160 81,818,160 100.00 -
Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya 14,400,000 11,880,000 82.50 -
Belanja Sewa Peralatan Umum 1,645,421,590 1,565,363,250 95.13 5,500,000
Belanja Sewa Peralatan Jaringan - - - 152,593,143
Belanja Sewa Elektronik/Electric 25,000,000 20,928,000 83.71 -
Belanja Sewa Elektrik 199,999,800 199,089,000 99.54 -
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan - - - 68,000,000
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat
Tinggal Lainnya - - - 68,000,000
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 21,090,900 11,000,000 52.16 160,479,000
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-
Telematika - - - 77,000,000
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-
Kesehatan 10,000,000 - - 63,129,000
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-
Jasa Studi Penelitian dan Ban 11,090,900 11,000,000 99.18 20,350,000
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility
Payment) 524,744,000 378,166,856 72.07 656,382,734
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan
(Availibility Payment) Infrastruktur Transp - - - 225,385,000
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility
Payment) Infrastruktur Telekom - - - 199,540,000
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility
Payment) Infrastruktur Keseha 524,744,000 378,166,856 72.07 231,457,734
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan
Teknis serta Pendidikan dan P 126,250,000 115,916,000 91.81 -
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 126,250,000 115,916,000 91.81 -
Belanja Pemeliharaan 4,616,561,192 3,942,078,046 85.39 3,143,766,069
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Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3,457,774,102 2,830,189,984 81.85 2,183,228,069
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-
Electric Generating Set 27,709,080 27,592,700 99.58 -
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-
Pompa 107,949,980 64,632,124 59.87 -
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat
Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan 2,263,992,190 1,916,019,240 84.63 1,696,925,507
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat
Angkutan Darat Bermotor-Kendaraa 17,954,500 17,954,500 100.00 -
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat
Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kend 33,057,840 32,245,500 97.54 -
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 181,211,630 105,800,591 58.39 82,893,180
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga-Alat Rumah Tangga-M 14,544,000 3,090,000 21.25 -
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga-Alat Rumah Tangga-Al 11,435,440 10,973,400 95.96 21,443,800
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga-Alat Rumah Tangga-Al 250,094,852 236,249,410 94.46 55,601,094
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi,
dan Pemancar-Alat Studio-Per 1,590,890 - - -
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi,
dan Pemancar-Alat Komunikas 1,136,350 - - 365,000
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi,
dan Pemancar-Alat Komunikas 25,454,520 25,454,000 100.00 -
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan
Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat K 4,776,340 4,590,000 96.10 141,736,750
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan
Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat K 42,504,000 42,504,000 100.00 -
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit
Alat Laboratorium-Alat Laborato 53,107,650 44,440,550 83.68 13,033,438
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer
Unit-Komputer Jaringan 15,660,000 15,630,000 99.81 58,033,000
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer
Unit-Personal Computer 273,415,560 223,422,996 81.72 33,265,000
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan
Komputer-Peralatan Personal Com 120,435,840 47,875,973 39.75 47,881,300
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan
Komputer-Peralatan Komputer Lain 11,743,440 11,715,000 99.76 32,050,000
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1,109,337,970 1,068,734,062 96.34 903,338,000
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-
Bangunan Gedung Tempat Kerja-B 1,109,337,970 1,068,734,062 96.34 903,338,000
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan
Irigasi 11,094,720 6,720,000 60.57 45,200,000
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air
Kotor-Instalasi Air Buangan Dome 11,094,720 6,720,000 60.57 45,200,000
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 38,354,400 36,434,000 94.99 12,000,000
Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-
Bahan Perpustakaan Tercetak-Bu 12,434,400 12,434,000 100.00 12,000,000
Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-
Tanaman 25,920,000 24,000,000 92.59 -
Belanja Perjalanan Dinas 13,120,782,260 12,241,105,011 93.30 9,126,160,898
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13,120,782,260 12,241,105,011 93.30 9,126,160,898
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,269,611,260 663,014,961 52.22 41,304,798
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9,274,432,000 9,060,655,000 97.69 8,308,934,500
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting
Dalam Kota 1,835,323,000 1,793,807,000 97.74 102,870,000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar
Kota 741,416,000 723,628,050 97.60 673,051,600
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan
kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Ma 31,075,140 30,175,100 97.10 36,435,700
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 31,075,140 30,175,100 97.10 36,435,700
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 31,075,140 30,175,100 97.10 29,035,700
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi - - - 7,400,000
Belanja Barang dan Jasa BLUD 45,605,428,360 42,699,964,240 93.63 41,325,383,154
Belanja Barang dan Jasa BLUD 45,605,428,360 42,699,964,240 93.63 41,325,383,154
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Belanja Barang dan Jasa BLUD 45,605,428,360 42,699,964,240 93.63 41,325,383,154
Belanja Hibah 87,450,000 81,996,500 93.76 513,171,000
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga,
Organisasi Kemasyarakatan yang Berba 87,450,000 81,996,500 93.76 513,171,000
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga
Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang T 87,450,000 81,996,500 93.76 513,171,000
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan
Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosia 87,450,000 81,996,500 93.76 513,171,000
Jumlah Belanja Operasi 376,328,977,991 363,458,845,242 96.58 522,257,831,157
BELANJA MODAL
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Alat Angkutan - - - 1,435,650,000
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor - - - 1,435,650,000
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus - - - 1,435,650,000
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1,752,067,847 1,486,885,460 84.86 1,308,242,349
Belanja Modal Alat Kantor 447,284,430 394,460,000 88.19 30,290,000
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan
Kantor 281,290,765 274,759,000 97.68 13,155,000
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 165,993,665 119,701,000 72.11 17,135,000
Belanja Modal Alat Rumah Tangga 956,746,431 826,938,500 86.43 1,247,764,349
Belanja Modal Mebel 359,228,898 324,715,000 90.39 1,594,000
Belanja Modal Alat Pendingin 597,517,533 502,223,500 84.05 1,093,200,800
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya
(Home Use) - - - 152,969,549
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat
Pejabat 348,036,986 265,486,960 76.28 30,188,000
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 247,254,286 193,826,960 78.39 30,188,000
Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 3,190,000 - - -
Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan
Pejabat 97,592,700 71,660,000 73.43 -
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan
Pemancar 107,583,488 96,608,780 89.80 43,098,181
Belanja Modal Alat Studio 63,649,968 55,016,780 86.44 40,398,181
Belanja Modal Peralatan Studio Audio 31,278,000 23,116,000 73.90 40,398,181
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan
Film 32,371,968 31,900,780 98.54 -
Belanja Modal Alat Komunikasi 43,933,520 41,592,000 94.67 2,700,000
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 43,933,520 41,592,000 94.67 2,700,000
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Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 13,647,491,185 12,124,883,524 88.84 2,400,561,318
Belanja Modal Alat Kedokteran 8,916,198,043 7,708,436,524 86.45 802,242,227
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - - - 34,366,001
Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi 617,925,280 447,000,000 72.34 -
Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah 1,010,000,000 1,004,000,000 99.41 -
Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan
Penyakit Kandungan 261,446,270 - - 134,501,355
Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar
Jenazah/Mortuary 14,029,996 11,000,000 78.40 -
Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat - - - 96,947,091
Belanja Modal Alat Kedokteran ICCU 73,623,236 57,920,000 78.67 -
Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi 880,000,000 720,000,000 81.82 -
Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 6,059,173,261 5,468,516,524 90.25 536,427,780
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 4,731,293,142 4,416,447,000 93.35 1,598,319,091
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya|  4,731,293,142 4,416,447,000 93.35 1,598,319,091
Belanja Modal Alat Laboratorium 6,299,600,205 5,916,739,178 93.92 2,776,713,850
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 6,299,600,205 5,916,739,178 93.92 2,776,713,850
Belanja Modal Alat Laboratorium Umum - - - 175,178,182
Belanja Modal Alat Laboratorium
Mikrobiologi 3,217,656,204 3,187,219,134 99.05 563,900,000
Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia 186,189,069 135,670,000 72.87 646,800,000
Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan
Kerja - - - 1,390,835,668
Belanja Modal Alat Laboratorium Lain 2,724,014,220 2,523,637,044 92.64 -
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium
Lainnya 171,740,712 70,213,000 40.88 -
Belanja Modal Komputer 2,754,649,105 2,045,100,810 74.24 559,927,050
Belanja Modal Komputer Unit 2,216,516,536 1,851,707,000 83.54 409,848,000
Belanja Modal Personal Computer 1,467,103,957 1,286,925,000 87.72 374,690,000
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 749,412,579 564,782,000 75.36 35,158,000
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Belanja Modal Peralatan Komputer 538,132,569 193,393,810 35.94 150,079,050
Belanja Modal Peralatan Mainframe 296,593,841 398,000 0.13 -
Belanja Modal Peralatan Mini Computer 51,948,000 45,630,000 87.84 40,664,750
Belanja Modal Peralatan Personal Computer 154,425,534 128,378,000 83.13 66,995,300
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 35,165,194 18,987,810 54.00 42,419,000

Belanja Modal Alat Eksplorasi 125,073,362 108,020,000 86.37 122,189,000

Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 125,073,362 108,020,000 86.37 122,189,000

Belanja Modal Elektronik/Electric 125,073,362 108,020,000 86.37 122,189,000
Belanja Modal Peralatan Olahraga - - - 1,520,000

Belanja Modal Peralatan Olahraga - - - 1,520,000

Belanja Modal Peralatan Senam - - - 1,520,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 7,974,535,114 7,116,719,097 89.24 5,860,584,435

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 7,974,535,114 7,116,719,097 89.24 5,860,584,435

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 7,974,535,114 7,116,719,097 89.24 5,860,584,435
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6,761,103,302 6,268,504,756 92.71 7,251,879,762
Belanja Modal Bangunan Gedung 5,567,527,825 5,221,082,384 93.78 6,454,924,230

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja|  5,567,527,825 5,221,082,384 93.78 6,454,924,230

Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 5,567,527,825 5,221,082,384 93.78 6,454,924,230
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 1,193,575,477 1,047,422,372 87.76 796,955,532

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 1,193,575,477 1,047,422,372 87.76 796,955,532

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 1,193,575,477 1,047,422,372 87.76 796,955,532
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 228,123,360 226,645,785 99.35 2,075,375,585
Belanja Modal Instalasi 51,762,700 51,762,700 100.00 1,973,197,785

Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku - - - 290,950,000
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku
Lainnya - - - 290,950,000

Belanja Modal Instalasi Air Kotor 51,762,700 51,762,700 100.00 1,682,247,785
Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya 51,762,700 51,762,700 100.00 1,682,247,785

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 176,360,660 174,883,085 99.16 102,177,800

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

BLUD 176,360,660 174,883,085 99.16 102,177,800
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
BLUD 176,360,660 174,883,085 99.16 102,177,800

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 339,078,686 336,966,600 99.38 11,095,800
Belanja Modal Bahan Perpustakaan 148,634,036 148,184,000 99.70 -
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 148,634,036 148,184,000 99.70 -
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Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak

Lainnya 148,634,036 148,184,000 99.70 -

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 190,444,650 188,782,600 99.13 -

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 190,444,650 188,782,600 99.13 -

Belanja Modal Software 190,444,650 188,782,600 99.13 -
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD - - - 11,095,800
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD - - - 11,095,800
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD - - - 11,095,800
Belanja Modal Aset Lainnya 100,000,000 - - 513,171,000
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 100,000,000 - - 513,171,000
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 100,000,000 - - 513,171,000
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 100,000,000 - - 165,735,200

Jumlah Belanja Modal 40,089,305,654 35,727,073,990 89.12 24,012,572,530
BELANJA TAK TERDUGA

Belanja Tak Terduga

Objek

Rincian Objek

Sub Rincian Objek

Jumlah Belanja Tak Terduga

BELANJA TRANSFER

Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah
Kabupaten/Kota

Objek

Rincian Objek

Sub Rincian Objek

..... dst.....
Jumlah Belanja Transfer
JUMLAH BELANJA 372.934.790.395 | 530.310.637.608 | 29,68 | (157.375.847.213)
SURPLUS/DEFISIT (304.638.316.881) | (466.116.612.809) | 34,64 | (161.478.295.928)
MBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan SILPA

Objek

Catatan Atas Laporan Keuangan (Cal K) Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2022 76




Rincian Objek

Sub Rincian Objek

Pencairan Dana Cadangan

Objek

Rincian Objek

Sub Rincian Objek

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pembentukan Dana Cadangan

Objek

Rincian Objek

Sub Rincian Objek

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Objek

Rincian Objek

Sub Rincian Objek

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

PEMBIAYAAN NETTO

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
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Tabel 2
Anggaran dan Realisasi Pajak/Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2022

Realisasi %
Anggaran
No. Uraian Setelah — : —
Perubahan Realisasi dari Realisasi dari Jumlah
Non Ketetapan piutang tahun2
sebelumnya
1 ) 3 4 5 6 (4+5+6) 7(6/4)
1. Pajak/Retribusi
Pelayanan Kesh 1.320.000.000 1.248.710.680 0 1.248.710.680 94,59
5 ot S
Dana BLUD Pusk 66.525.100.000 65.871.503.900 0 65.871.503.900 99,01
3. . -
Pajak/Retribusi
Jumlah 67.845.000.000 67.120.214.580 0 67.118.108.595 98,92

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 1.248.710.680
atau 99,01%, kurang sebesar Rp. 71.289.320,- dari anggaran yang ditetapkan
sebesar Rp. 1.320.000.000,- Kondisi tersebut disebabkan oleh :

a. Belum maksimalnya penyebaran informasi tentang layanan yang tersedia

di Laboratorium kesehatan Kota Semarang

b. Masih kurangnya Sumberdaya yang ada di Labkes Kota Semarang.
Realisasi Dana BLUD Puskesmas sebesar Rp  65.871.503.900 atau
99,01%, lebih/kurang sebesar Rp 653.496.100,- dari anggaran Yyang
ditetapkan sebesar Rp. 66.525.100.000 ,-
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5.1.2 Belanja

Belanja adalah dari Rekening Kas

semua pengeluaran
Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh pemerintah.

Realisasi belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp. 399.185.919.232,

dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1 Realisasi Belanja Operasi

Anggaran 2022 Realisasi 2022 Realisasi 2021

Belanja Operasi 376.328.977.991 363.458.845.242 522.257.831.157

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing
sebesar Rp. 363.462.487.841,- dan Rp 522.257.831.157

terdiri atas :
Tabel 3
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2022

No. Uraian Anggaran Realisasi Realisasi

Th.2022 TA.2022 Th.2021
1. | Belanja Pegawai 188.698.005.544 | 183.908.669.082 | 183.587.336.942
2. | Belanja Barang & Jasa 187.632.972.447 | 179.471.822.259 | 338.670.494.215
Jumlah 376.328.977.991 | 363.462.487.841 | 428.405.815.452
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Anggaran 2022 Realisasi 2022 Realisasi 2021

Belanja Pegawai

188.698.005.544 183.908.669.082 183.587.336.942

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 sebesar Rp. 183.908.669.083,- atau 96.28% dari
anggaran sebesar Rp. 188.698.005.544,- Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan
2021 masing-masing sebesar Rp. 183.908.669.082 dan Rp. 183.587.336.942,- terinci
sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 10

Rincian Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

NoO Uraian Anggaran TA 2022 | Realisasi TA 2022 | Realisasi TA 2021
’ (Rp) (Rp) (Rp)
1 | Gajidan Tunjangan 73.720.479.991 70.664.659.152 70.343.327.011
2 | Tambahan Penghasilan PNS 86.681.463.635 86.077.531.500 86.077.531.500
3 Insentif Pemungutan Pajak
Daerah
4 Insentif Pemungutan
Retribusi Daerah
5 Honor dan insentif jaspel 28.296.061.918 27.166.478.431 27.166.478.431
Jumlah 188.698.005.544 | 183.908.669.083 183.587.336.942
Belanja Anggaran 2022 Realisasi 2022 Realisasi 2021
Barang &
Jasa 187.632.972.447,- 179.471.822.259,- 338.670.494.215,-
Realisasi Belanja Barang jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.

179.471.822.259,- atau 95,69% dari anggaran sebesar Rp. 187.632.972.447,-
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Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun
kenaikan/penurunan sebesar Rp. 159.120.318.056 atau 53,01%. Rincian

tersebut dapat dilihat pada lampiran Form 1 :

lalu maka terdapat

Realisasi 2021
24.012.572.530

Realisasi 2022
35.727.073.990

Anggaran 2022
40.089.305.654

Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.
35.727.073.990 dan Rp. 24.012.572.530 sebagaimana dalam tabel dibawah

ini:
Tabel 5
Rekapitulasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dan 2021
No Uraian Anggaran TA 2022 Realisasi TA 2022 Realisasi TA 2021
' (Rp) (Rp) (Rp)

1 | Belanja Tanah

2 Belanja Peralatan Mesin 32.661.000.306 28.894.956.849 14.508.486.183

3 | Belanja Gedung 6.761.103.302 |  6.268.504.756 |  7.251.879.762
Bangunan
Belanja Jalan,lIrigasi dan

4 Jaringan 228.123.360 226.645.785 2.075.375.585

s | Belanja Aset Tetap 339.078.686 336.966.600 11.395.800
Lainnya

6 | Belanja Aset lainnya 100.000.000 - 165.735.200
Jumlah 40.089.305.654 | 35.727.073.990 24.012.572.530

Perincian belanja modal secara keseluruhan dapat dilihat pada table
dibawah ini:.
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Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran TA2022 Realisasi TA 2022 Realisasi TA 2021
Rp Rp Rp
b. Belanja Modal
Peralatan & Mesin 32.661.000.306 28.894.956.849 14.508.486.183

Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin TA 2022 sebesar Rp
28.894.956.849 atau 88,47% dari anggaran sebesar Rp 32.661.000.306,-
Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin TA 2022 dan 2021 sebesar Rp
14.508.486.183 dan Rp 23.092.864.399 merupakan pengadaan peralatan
dan mesin selama Tahun 2022, dengan rincian dapat dilihat pada lampiran

Forml.a:

C. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran Realisasi TA Realisasi TA
TA2022 2022 2020
Rp Rp Rp
Belanja Modal Gedung ¢ 761 103 302 6.268.504.756  7.251.879.762

dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 sebesar Rp.
6.268.504.756,- atau 92,71% dari anggaran sebesar Rp. 6.761.103.302,-.
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dan 2021 masing-
masing sebesar Rp. 6.268.504.756,- dan Rp. 7.251.879.762,- merupakan
pengadaan gedung dan bangunan selama Tahun 2022 dan 2021 Rincian

tersebut dapat dilihat pada lampiran Form 1 :
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D .Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

. Anggaran TA.2022 Realisasi TA 2022 Realisasi TA 2020
Belanja Modal Jalan,
o . Rp Rp Rp
Irigasi dan Jaringan
228.123.360 226.645.785 2.075.375.585

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 228.645.785
atau 99,35% dari anggaran sebesar Rp. 228.123.360,- Realisasi Belanja
Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar
Rp. 228.645.785,- dan Rp. 2.075.375.585,- merupakan pengadaan jalan,
irigasi dan bangunan selama Tahun 2022 dan 2020, Rincian tersebut dapat

dilihat pada lampiran Form 1 :

E. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran TA 2022 Realisasi TA 2022 Realisasi TA 2020
Belanja Modal Aset Rp Rp Rp
Tetap Lainnya 339.078.686 336.966.600 11.395.800

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 sebesar Rp.
336.966.600,- atau 99,38% dari anggaran sebesar Rp. 339.078.686,-
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 dan 2021 masing-
masing sebesar Rp. 336.966.600,- dan Rp. 11.395.800,- merupakan
pengadaan buku/kepustakaan, barang bercorak kesenian, kebudayaan,
hewan/ternak dan tanaman selama Tahun 2022 dan 2021, Rincian tersebut

dapat dilihat pada lampiran Form 1 :
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E.

Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset
Lainnya

Anggaran TA 2022
Rp

Realisasi TA 2022
Rp

Realisasi TA 2020
Rp

100.000.000

0

165.735.20

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 sebesar Rp. 0 atau
0% dari anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- hal tersebut tidak terlaksana

disebabkan karena salah dalam kode rekening.

Tabel 10
Rincian Belanja Modal Aset Lainnya
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Anggaran TA Realisasi TA Realisasi TA
No. Uraian 20201 2022 2021
(Rp) (Rp) (Rp)
1 Buku
2 Terbitan
3 Barang2 perpustakaan
4 Barang bercorak kebudayaan
5 Aset lainnya 100.000.000 0 165.735.200
6 Hewan
7 Tanaman
Jumlah 100.000.000 0 165.735.200

Dari Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan
sebesar Rp. 399.185.919.232; terdapat selisih lebih/kurang sebesar Rp.
17.232.364.413 dari anggaran sebesar Rp. 416.418.283.645,- Hal

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
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Efisiensi belanja, Program DKK dengan perincian :

PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % SISA PAGU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 16.443.760 15.029.000 91 1.414.760
Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- 14.854.150 12.975.000 87 1.879.150
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 14.920.420 14.602.200 98 318.220
Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 9.603.660 8.932.000 93 671.660
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- 10.662.840 10.293.500 97 369.340
SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.015.840 16.877.250 89 2.138.590
85.500.670 78.708.950 6.791.720
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 170.077.502.567 166.088.793.450 98 3.988.709.117
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 671.160.000 599.910.000 89 71.250.000
ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 3.065.400 2.731.387 89 334.013
Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 3.065.400 2.909.900 95 155.500
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis 3.065.400 2.880.000 94 185.400
Realisasi Anggaran
170.757.858.767 166.697.224.737 4.060.634.030
Penyediaan Komponen Instalasi 29.024.948 19.986.000 69 9.038.948
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.517.960 10.615.750 85 1.902.210
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 383.195.200 278.302.700 73 104.892.500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 3.300.000 1.935.000 59 1.365.000
Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 1.259.522.740 582.127.966 46 677.394.774
Konsultasi SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 681.061.769 269.016.000 39 412.045.769
Berbasis Elektronik pada SKPD
2.368.622.617 1.161.983.416 49 1.206.639.201
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung 367.822.421 317.224.000 86 50.598.421
Kantor atau Bangunan Lainnya
367.822.421 317.224.000 86 50.598.421
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 - 1.000.000
Catatan Atas Laporan Keuangan (Cal.K) Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2022 85




Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 720.607.914 577.523.078 80 143.084.836
dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.224.538.000 994.739.962 81 229.798.038
1.946.145.914 1.572.263.040 81 373.882.874
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 194.863.630 165.501.639 85 29.361.991
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan 1.967.922.270 1.649.267.621 84 318.654.649
Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 700.822.060 443.160.592 63 257.661.468
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya 953.410.890 931.502.561 98 21.908.329
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 109.135.000 51.726.200 47 57.408.800
Lainnya
3.926.153.850 3.241.158.613 83 684.995.237
179.452.104.239 173.068.562.756 96 6.383.541.483
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Pembangunan Puskesmas 5.189.635.325 4.818.603.434 93 371.031.891
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 125.225.950 117.469.950 94 7.756.000
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan 2.599.983.921 2.438.449.960 94 161.533.961
Kesehatan
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas
Pelayanan Kesehatan 51.762.700 51.762.700 100 -
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 18.531.108.787 16.631.670.824 90 1.899.437.963
Pengadaan Obat, Vaksin 7.773.892.755 7.770.333.937 100 3.558.818
Pengadaan Bahan Habis Pakai 8.604.377.597 8.201.646.067 95 402.731.530
42.875.987.035 40.029.936.872 93 2.846.050.163
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.192.047.560 1.188.749.704 100 3.297.856
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu Bersalin 475.067.520 445.840.220 94 29.227.300
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru 149.634.000 148.545.000 99 1.089.000
Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 783.197.460 782.847.960 100 349500
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikon Dacer. P 421.902.980 412457930 | 98 9.445.050
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Proguktif ¥ P 222.341.200 220.834.772 99 1.506.428
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Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia

Lanjut 116.655.300 114.722.560 98 1.932.740
Pgngelola:am Pelayanan Kesehatan Penderita 123.871.200 122.364.772 99 1.506.428
Hipertensi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita

Dinbetes Melits. 120.007.200 118510772 | 99 1.496.428
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang

dengan Gangguan Jiwa Berat 193.662.100 192.164.072 99 1.498.028
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang

Terduga Tuberkulosis 977.528.208 909.343.513 93 68.184.695
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang

dengan Risiko Terinfeksi HIV 866.229.090 810.440.117 94 55.788.973
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi

Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa 2.419.765.700 2.400.321.246 99 19.444.454
(KLB)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi

Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat 8.047.459.445 7.729.314.909 96 318.144.536
Bencana dan/atau Berpotensi Bencana

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 5.352.647.940 5.326.990.136 100 25.657.804
Masyarakat

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 404.263.960 403.491.670 100 772.290
Olahraga

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 602.330.070 602.123.400 100 206.670
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 412.213.690 354.337.940 86 57.875.750
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,

Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional 7.987.270 7.892.270 99 95.000
Lainnya

Pengelolaan Surveilans Kesehatan 397.244.540 397.211.230 100 33.310
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan 16.795.000 16.745.000 100 50.000
NAPZA

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan 3.687.623.970 3.645.743.016 99 41.880.954
Tidak Menular

Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 57.857.680.933 57.750.836.936 100 106.843.997
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 6.086.834.986 5.622.698.576 92 464.136.410
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan 2.056.020.000 1.891.122.000 92 164.898.000
Operasional Pelayanan Puskesmas 220.540.800 220.540.800 100 -
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan 7.145.719.359 6.173.210.465 86 972.508.894
Lainnya

Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di 74.460.000 74.460.000 100 -
Kabupaten/Kota

Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan 114.115.000 13.450.000 12 100.665.000
(Kejadian lkutan Pasca Imunisasi dan

Pemberian Obat Massal)

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon 64.210.000 64.210.000 100 -
Wabah

Penyediaan dan Pengelolaan Sistem 690.896.841 572.051.290 83 118.845.551

Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
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101.300.953.322 98.733.572.276 97 2.567.381.046
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 175.451.556 171.859.190 98 3.592.366
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1.097.981.260 1.068.408.628 97 29.572.632
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi 142.525.977 131.285.460 92 11.240.517
Kesehatan dan Jaringan Internet
1.415.958.793 1.371.553.278 97 44.405.515
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit
Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 44.676.860 38.450.000 86 6.226.860
Lainnya
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas 4.059.070.690 3.945.156.593 97 113.914.097
Kesehatan
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan 5.525.050.758 5.436.985.544 98 88.065.214
Pelayanan Kesehatan Rujukan
9.628.798.308 9.420.592.137 98 208.206.171
155.221.697.458 149.555.654.563 96 5.666.042.895
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan 171.496.328 164.182.797 96 7.313.531
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia 6.475.611.600 6.179.743.138 95 295.868.462
Kesehatan sesuai Standar
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya 41.871.120 41.867.847 100 3.273
Manusia Kesehatan
6.688.979.048 6.385.793.782 95 303.185.266
Pengembangan Mutu dan Peningkatan 119.050.000 108.800.000 91 10.250.000
Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
119.050.000 108.800.000 91 10.250.000
6.808.029.048 6.494.593.782 95 313.435.266
PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT
KESEHATAN DAN MAKANAN
MINUMAN
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko
Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha 116.640.720 109.329.004 94 7.311.716
Mikro Obat Tradisional (UMOT)
116.640.720 109.329.004 94 7.311.716
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT
sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan 138.762.688 134.101.000 97 4.661.688
Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga
138.762.688 134.101.000 97 4.661.688
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Pemeriksaan Post Market pada Produk
Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga 112.059.804 108.246.100 97 3.813.704
yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan
112.059.804 108.246.100 97 3.813.704
367.463.212 351.676.104 96 15.787.108
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, 1.468.491.348 1.458.210.500 99 10.280.848
Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat
1.468.491.348 1.458.210.500 99 10.280.848
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 207.638.960 205.760.670 %9 1.878.290
(UKBM)
207.638.960 205.760.670 99 1.878.290
1.676.130.308 1.663.971.170 99 12.159.138
TOTAL 343525.424.265 | 331.134.458.375 | 96 | 12.390.965.890
Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu :

a. Terdapat anggaran yang tidak terserap, dis sebabkan karena terjadi
kesalahan dalam menunjuk rekening belanja, yaitu belanja modal
Komputer dan belanja modal server.......

b. Selebihnya adalah efisiensi dan belanja sesuai dengan kebutuhan

1. Realisasi Pendapatan dan Belanja BLUD
PROGRAM PENINGKATAN 0 SISA
PELAYANAN BLUD TARGET | REALISASI /o PAGU
E["Sg"m Peningkatan Pelayanan 66.525.000.000 | 65.871.503.900 | 99,01 | 655.602.065
Puskesmas Poncol 1,595,027,200 1,568,122,477 | 98.3% 26.904.723
Puskesmas Miroto 1,177,660,000 1,239,623,700 | 105.3% | 61.963.700
Puskesmas Bandarharjo 2,417,907,690 2,205,077,925 | 91.2% | 212.829.765
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Puskesmas Bululor

1,578,827,800 1,651,889,500 | 104.6% | 73.061.700
-puskesmas Halmahera 2.035.550.000 1.882.774.099 | 925% | 152.775.901
Puskesmas Bugangan 1,053,004,077 1,207,704,800 | 114.7% | 154.7000.723
Puskesmas Karangdoro 1,870,000,000 2283.894.400 | 1221% | 413.894.400
Puskesmas Pandanaran 1,914,000,000 1,849,962,700 | 96.7% | 61.037.300
Puskesmas Lamper Tengah 1,221,531,300 1229537111 | 100.7% | 8.005.811
Puskesmas Karang Ayu 1,317,267,600 1074615005 | 81.6% | 242.652595
Puskesmas Lebdosari 1,413,935,094 1,407,488200 | 995% | 6.446.804
Puskesmas Manyaran 1,163,560,444 1,416,954226 | 121.8% | 253.393.782
Puskesmas Krobokan 1,208,512,360 1,180,674,400 | 97.7% | 27.837.960
Puskesmas Ngemplak Simongan 1,091,640,000 1,160,057,856 | 106.3% | 68.417.856
Puskesmas Gayamsari 2,857,313,848 2,634,826,165 | 92.2% | 222.487.683
Puskesmas Candilama 1,899,683,595 1475131379 | 77.7% | 424.552.216
Puskesmas Kagok 1,322,200,000 1,410,866,950 | 106.7% | 88.666.950
Puskesmas Pegandan 1,735,061,350 1,635000,700 | 94.2% | 100.060.650
Puskesmas Genuk 1,763,145,450 1,703,019,316 | 96.6% | 60.126.134
Puskesmas Bangetayu 3,118,963,100 3055904724 | 98.0% | 63.058.376
Puskesmas Tlogosari Wetan 2.712,061,275 2,887,428,050 | 1065% | 175.366.775
Puskesmas Tlogosari Kulon 2,831,400,000 2631451779 | 92.9% | 199.948.221
Puskesmas Kedungmundu 3,043,777,750 3,666,169,400 | 93.0% | 277.608.350
Puskesmas Rowosari 2,606,095,465 2.313,669,700 | 88.8% | 292425765
Puskesmas Ngesrep 1,844,234,025 1564,656,600 | 84.8% | 279.577.425
Puskesmas Padangsari 1,464,599,400 1,721,774200 | 117.6% | 257.174.800
Puskesmas Srondol 1,524,346 415 1,379,621,200 | 90.5% | 144725215
Puskesmas Pudakpayung 1,249,600,000 1,241,266,500 | 99.3% 8.333.500
Puskesmas Gunung Pati 2,858,887,460 2,618,005700 | 91.6% | 240.881.760
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Puskesmas Mijen

2,072,400,000 2,304,215400 | 1112% | 231.815.400
Puskesmas Karangmalang 1,391,533,495 1,401,423,200 | 100.7% 9.889.705
Puskesmas Tambakaji 1,163,800,000 1,255,121,500 | 107.8% 91.321.500
Puskesmas Purwoyoso 1,029,655,000 1,059,813,900 | 102.9% 30.158.900
Puskesmas Ngaliyan 2,378,264,460 2,544,773300 | 107.0% | 166.508.840
Puskesmas Mangkang 807,840,000 1,209,618500 | 149.7% | 401.778.500
Puskesmas Karang Anyar 807,840,000 1,209,618,500 | 149.7% | 401.778.500
Puskesmas Sekaran 1,626,378,600 1,547,262,900 | 95.1% 79.115.700

Dari table realisasi pendapatan tersebut diatas, secara keseluruhan (37)

Puskesmas telah mencapai diatas 90%, kecuali Puskesmas Candilama hanya

mencapai (77,7%), Puskesmas Ngesrep (84,8%) hal tersebut karena pada saat

menentukan target pendapatan terlalu tinggi, sehingga tidak dapat mencapai

target yang telah ditetapkan.

Aset

323.207.628.177,00

306.815.847.025

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki

oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana

manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh

oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk

sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi

masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan

sejarah dan budaya.

Aset Dinas Kesehatan Kota Semarang per 31 Desember 2022 sebesar

Rp. 323.207.628.177,00 mengalami

kenaikan/penurunan sebesar Rp.

Catatan Atas Laporan Keuangan (Cal.K) Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2022 91




16.391.781.152 atau 0,94% bila dibandingkan dengan jumlah aset pada
saat 31 Desember 2021.
Aset diklasifikasikan ke dalam: (1) Aset Lancar, dan (2) Aset Non

Lancar.

31 Desember 2021
43.965.089.588

31 Desember 2022

5.2.1.1 Aset Lancar 48.227.651.137

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera
untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam
waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat

dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek,

piutang, dan persediaan.

Aset lancar yang yang ada di Dinas Kesehatan sebesar Rp.
43.833.640.084,90, berupa Kas di bendahara pengeluaran, kas BLUD,

piutang dan persediaan, untuk jelasnya dapat dilihat pada lampiran Form 2 :
C. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Lain-Lain PAD yg Sah.
Tabel 11

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan
Lain-Lain PAD yg Sah

Thn Saldo Awal Penambahan Pengurngan Saldo Akhir
No Uraian Rincian Piutang Pengakuan Piutang Piutang Piutang Piutang
Piutang

1 2 3 4 5 6 7=4+5-6
1 Piutang Pajak

Piutang Retribusi
2 ( Retribusi Pelayanan Kesehatan) 56.772.000 22.713.000 56.772.000 22.713.000
3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah
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Piutan Lain-Lain PAD Yang Sah
4 (Pendapatan BLUD) 264.956.100 343.940.700 264.956.100 343.940.700

5 Piutang Transfer

6 Piutang Transfer Antar Daerah

7 Piutang Lain-lainya

Jumlah 321.728.100 366.653.700 321.728.100 366.653.700

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yg sag per 31 Desember 2022 dan
31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 366.653.700,- dan Rp.
264.956.100,- terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.1.7 Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah antara lain pinjaman
kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada
pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan
ke entitas lainnya, dan kewajiban kepada pemberi jasa. (Lampiran | PSAP
No. 09,)
5.1.8 Ekuitas
Pada prinsipnya, ekuitas merupakan kekayaan bersih dari suatu
perusahaan dari hasil pendanaan seorang pemilik perusahaan atau juga dari
hasil kegiatan usaha yang ada.

D. Persediaan

Persediaan, yaitu aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah

daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau
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diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada lampiran Form 2.a

Keadaan persediaan per 31 Desember 2022 adalah:

Tabel 12
Persediaan 31 Desember 2022
No Uraian Rincian Persediaan Saldo Awal Penamb.ahan Pengura.ngan Saldo Akhir
Persediaan Persediaan Persediaan Persediaan

1 2 3 4 5 =3+4-5
1 Bahan Kimia 762.300 762.300 -
2 Bahan Lainnya 3.450.000 1.920.000 3.450.000 1.920.000
3 Suku Cadang Alat Kedokteran 43.962.597 46.027.680 43.962.597 46.027.680
4 Suku Cadang Alat Laboratorium 9.000.990 13.865.918 9.000.990 13.865.918
5 Alat Tulis Kantor 343.539.800 362.449.139 343.539.800 362.449.139
6 Bahan Cetak 78.086.470 66.375.135 78.086.470 66.375.135
7 Benda Pos 2.042.000 3.035.000 2.042.000 3.035.000
8 Perabot Kantor 91.284.410 78.557.720 91.284.410 78.585.920
9 Alat Listrik 16.042.250 24.199.690 16.042.250 24.199.690
10 f;?rt]’n'?zha” untuk Kegatan Kantor 19.191.800 12.262.394 19.191.800 12.262.394
11 Obat 36.169.896.639 42.815.970.543 | 36.169.896.639 | 43.023.227.636
12 Natura 211.528.500 254.020.000 211.528.500 254.020.000
13 ALAT KOMPUTER - 1.350.000 - 1.350.000
14 Bahan Kimia 762.300 762.300 -

Bahan Lainnya 3.450.000 1.920.000 3.450.000 1.920.000

Jumlah 36.988.787.756 43.680.033.219 | 36.988.787.756 | 43.885.531.182
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Tanah

31 Desember 2022
Rp

31 Desember 2020
Rp

59.955.708.382

60.001.608.382

Saldo Tanah per 31 Desember 2022 dan pada saat 31 Desember
2021 masing-masing sebesar Rp. 59.955.708.382 dan Rp. 60.001.608.382
merupakan nilai aset tetap tanah untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

lampiran Form 2 :

Peralatan dan Mesin

31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp Rp
211.210.000.788 183.129.809.072

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan pada saat 31
Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 211.210.000.788,- dan Rp
183.129.809.072,- untuk jelasnya dapat dilihat pada lampiran Form 2 :

c. Gedung dan Bangunan

31 Desember 2022 31 Desember 2020
Rp Rp
165.956.895.362 154.798.794.929

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan pada saat
31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 165.956.895.362 dan Rp.
154.798.794.929, untuk jelasnya dapat dilihat pada lampiran Form 2 :

31 Desember 2022 31 Desember 2020
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Rp Rp

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan
12.242.338.451 9.723.003.045

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan pada
saat 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 12.242.338.451 dan Rp.
9.723.003.045, untuk jelasnya dapat dilihat pada lampiran Form 2:

31 Desember 2022 31 Desember 2020
Rp Rp
e. Aset Tetap Lainnya
636.048.654 626.148.654

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan pada saat 31
Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 636.048.654,- dan
Rp.626.148.654, untuk jelasnya dapat dilihat pada lampiran Form 2

31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp Rp
f. Kontruksi Dalam Pengerjaan
2.424.529.144,- 2.385.065.873,-

Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan
pada saat 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 2.424.529.144,-dan

Rp. 2.385.065.873,- dengan rincian mutasi sebagai berikut. :

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan pada saat 31
Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 409.360.928 dan Rp.
309.690.988, untuk jelasnya dapat dilihat pada lampiran Form 2:
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31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp Rp

a. Aset Tak Berwujud
862.217.657 - 707.063.357 -

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan pada saat 31
Desember 2021 masing-masing  sebesar Rp. 862.217.657,- dan Rp.
707.063.357,- berupa pengadaan software aplikasi komputer, untuk jelasnya

dapat dilihat pada lampiran Form 2:

31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp Rp
b. Aset Lain-Lain
274.180.375,- 279.437.875,-

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 dan pada saat 31
Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 274.180.375 dan Rp.

279.437.875,- untuk jelasnya dapat dilihat pada lampiran Form 2:

Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
Adapun keadaan Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.

322.750.289.887,- untuk jelasnya dapat dilihat pada lampiran Form 2:
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Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi
yang menambah ekuitas dan penggunaannya untuk Kkegiatan
penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO,

beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. untuk jelasnya dapat dilihat pada
lampiran Form 2:

Pendapatan-LO
Pendapatan-LO adalah hak pemerintanh yang diakui sebagai

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan
tidak perlu dibayar kembali.
Pendapatan-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp.
67.164.990.180,- untuk jelasnya dapat dilihat pada lampiran Form 2:

5.2 Penjelasan Tambahan Lainnya

1. Bendahara BLUD Per tanggal 31 desember 2022 terdapat Kas di Bendahara
BLUD sebesar Rp. 4.185.823.637,- merupakan SILPA tahun 2022 yang
akan digunakan untuk belanja di tahun anggaran 2023.
3. Permasalahan dan Solusi Pendapatan

Per tanggal 31 desember 2022. Realisasi pendapatan laboratorium Kesehatan

sebesar Rp.1.248.710.680,- masih dibawah target yang ditentukan vyaitu
1.320.000.000,- dikarenakan :

Kurangnya Promosi, Penyuluhan yang dilakukan oleh petugas Labkes

Berkurangnya program dari dkk karena anggaran program banyak
digunakan untuk penanganan pandemi

Masih Kurangnya SDM tenaga Laboratorium yang di milki olehLabkes
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Solusi yang telah dilakukan antara lain:

Memberikan  informasi/penyuluhan ke  masyarakat  pentingnya
pemeriksaan kesehatan d laboratorium
Mengadakan kunjungan, menghimbau ke penyedia fasilitas air minum dan

makanan agar memeriksakan air dan makanan secara rutin.

Realisasi pendapatan BLUD Puskesmas tahun 2022 sebesar Rp. 65.871.503.900
juga masih di bawah target yg telah ditentukan yaitu Rp.66.525.000.000,-

dikarenakan:

Kepesertaan BPJS berkurang/ cut off peserta sehingga kapitasi ikut
menurun
Penetapan target yang terlalu tinggi

Pasien Rawat Inap yg positiv covid dirujuk ke Rumah Sakit.

Soliusi yang telah dilakukan antara lain:

Perencanaan prediksi/ estimasi pendapatan sesuai dengan kemampuan
BLUD

Memberikan informasi kepada masyarakat apabila berkunjung ke
puskesmas degan menerapkan protokol kesehatan

Puskesmas sebatas sebagai Fasilitas Kesehatan Tk Pertama, jadi hanya

melayani kasus ringan
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LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER
BIDANG KESEHATAN

Dec-22
No
PERENCANAAN KEGIATAN
REALISASI
SUB BIDANG / KEGIATAN vl Pagu DAK Pagu RK
n?eu Satuan Kontrak Keuangan Fisik
Volu Volu
(Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000) (%)
me me
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Penguatan Penurunan Angka 2.056.525,00 2.056.020,00 1.891.122,00 1.891.122,00
Kematian Ibu dan Bayi
a| USG 2D Digital 12 paket 1.525.308,00 12 1.500.000,0 1.500.000,0 12 | 100,00
b| Sistem Informasi 12 paket 530.712,00 12 391.122,00 391.122,00 12 100,00
2 | Kefarmasian ‘ 725597800 | 7.255.97800 | | 7253731516 | 725373152 | | |
a | Pengadaan obat 1 paket 5.791.941,00 1 5.789.725,766 5.789.725,766 1 100,00
b| BMHP 1 paket 1.464.037,00 1 1.464.005,750 1.464.005,750 1 100,00
3 | pengendalian Penyakit ‘ 6.158.013,00 ’ 6.127.208,40 ’ ‘ 6.048.832,47 ‘ 6.048.832,47 ‘ ‘ ‘
a| RO dan BHP skrining HIV 9 paket 468.000,00 9 467.900,93 467.900,93 9 100,00
b| cartridge TCM 88 paket 2.266.000,00 88 2.223.120,00 2.223.120,00 88 100,00
¢ | BMHP gula darah 1 paket 3.393.208,40 1 3.357.811,54 3.357.811,54 1 100,00
4 Penguatan Percepatan 661.852,00 661.336,60 661.283,20 661.283,20
Penurunan Stunting
a| Penyediaan alat 71 paket 661.336,60 71 661.283,200 661.283,200 71 100,00
antropometri
TOTAL 16.132.368,00 16.100.543,00 - 15.854.969,18 15.854.969,18 - 100,00
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LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER

BIDANG KESEHATAN

PERENCANAAN KEGIATAN

REALISASI
SUB BIDANG /
KEGIATAN S Pagu DAK Pagu RK
Volume art]“a Kontrak Keuangan Fisik
Volu Volu
(Rp. 000) (Rp. 000) o (Rp. 000) (Rp. 000) e | (%)
2 5 4 6 9 10 12 14 | 15
Penguatan
Penurunan
Angka
: 2.056.525,00 2.056.020,00 1.891.122,00 | 1.891.122,00
Kematian Ibu
dan Bayi
USG 2D
Digital 12| paket 1525308,00 | 2 | 1.500.000,0 | 1.500.000,0 121 100
Sistem
b nformasi 12| paket 530.712,00 | Y2 391.122,00 391.122,00 | *? | 100
Kefarmasian 7.255.978,00 7.255.978,00 7.253.731,516 | 7.253.731,52
Pengadaan 1 aket 1 1
obat p 5.791.941,00 5.789.725,766 | 5.789.725,766 100
b BMHP 1 paket 1.464.037,00 | * | 1.464.005750 | 1.464.005750 | * | 100
Pengendalian
Penyakit 6.158.013,00 6.127.208,40 6.048.832,47 | 6.048.832,47
RO dan
BHP
& skrining ° paket 9 | 467.900,03 467.900,93 9
HIV 468.000,00 100
Cartridge
b rcom 88 paket 2.266.00000 | °° 222312000 | 222312000 | 2 | 100
c BMHP gula 1 aket 1 1
darah P 3.393.208,40 3.357.811,54 | 3.357.811,54 100
Penguatan
Percepatan
Penurunan 661.852,00 661.336,60 661.283,20 661.283,20
Stunting
Penyediaan
a alat 71 aket 71 71
antropomet P 661.283,200 661.283,200
i 661.336,60 100
TOTAL 16.132.368,00 | 16.100.543,00 | - 15.854.969,18 | 15.854.969,18 | - 100
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TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DBHCHT

KOTA SEMARANG
Rencana
Kode Realisasi
- Rincian kegiatan /Klasifikasi
No. Bidang Program dalam ketentuan Nomenklatur Output
dan Kegiatan teknis dalam
penganggaran | . )
APBD me Satuan Pagu Kegitan | Output Dana (Rp)
@) @ (©) @ ) (6) @ ®) ©
C. Bidang Kesehatan
1. Pelayanan (i) | Pelayanan Kode Rek :
kesehatan baik kesehatan 1.02.02.2.02.15
kegiatan promotif, promotif/preven | Pengelolaan
preventif, maupun tif pelayanan
kuratif/rehabilitatif kesehatan gizi
dengan prioritas masyarakat
pmei”u‘iﬂﬁggga;’gza 8 | kegiatan | 478.542.700 8 463.404.500
prevalensi stunting
dan upaya
penanganan
pandemi Corona
Virus Disease 2019
(COVID-19)
Kode Rek :
1.02.02.2.02.15
Pengelolaan
Ee'aya”a” - 2 | kegiatan | 261.303.981 2 258.850.000
esehatan gizi
masyarakat
(ii) | Pelayanan Kode Rek :
kesehatan 1.02.02.2.01.14
kuratif Pengadaan Alat
Irehabilitatif kesehatan/Alat
penunjang
medik fasilitas
pelayanan
kesehatan
Coldchain 3 unit 324.973.200 3 324.973.200
iﬁg}?gogy 1 unit 324.946.944 1 324.946.944
Kimia Analizer 1 unit 1.237.661.000 1 1.237.661.000
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Penyediaan Kode Rek :

/Peningkatan 1.02.02.2.01.14

sarana/prasarana Pengadaan Alat

fasilitas kesehatan kesehatan/Alat
penunjang
medik fasilitas
pelayanan
kesehatan
Dental Unit unit 303.337.000 159.000.000
Bed Obsgyn unit 130.839.356 130.691.500
Bed Strecher unit 28.014.822 23.540.000
;')ff”"card"’gr unit 52.230.000 48.730.000
Alat Kimia unit 127.600.000 127.500.000
Klinik
Tensimeter unit 168.200.000 152.960.000
Digital
Autoclave unit 56.800.000 56.800.000
Dental Unit unit 106.409.909 103.409.090
Vortex (Import) unit 5.752.000 4.882.000
Neraca Digital unit 2.628.272 2.331.000
Micropipet Set unit 46.566.000 -
(Import)
Thermocouplel
2 channel unit 35.857.440 -
(import)
Digital Buret unit 20.238.000 13.000.000
(Import)
Vacum Pump unit 42.199.000 32.000.000
Centrifuge unit 66.000.000 27.175.000

Total Bidang Kesehatan 3.820.099.624 3.491.854.234
TOTAL
3.820.099.624 3.491.854.234
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PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI JAWA
TENGAH TA 2022

No | Alaat Kesehatan | Jml | Satuan Pagu Nilai Sisa | Realisasi Realisasi
Kontrak Belanja Fisik Keuangan

1 | Kimia Analizer 2 Unit | 596.600.000 596.600.000 0 100% | 596.600.000

2 | Spektofotometer 2 Unit | 162.000.000 160.000.000 2.000.000 100% 160.000.000

3 | Hematology Analizer 4 Unit 733.501.316 731.911.312 1.590.004 100% 731.911.312

4 | Dental unit 2 Unit | 290.488.684 288.000.000 2.488.684 100% | 288.000.000

5 | USG 2 Dimensi 8 Unit | 1.288.000.000 1.287.000.000 | 1.000.000 100% 1.287.000.000

Total 3.070.590.000 3.063.511.312 | 7.078.688 3.063.511.312

DANA HIBAH GLOBAL FUND KOMPONEN TBC DAN AIDS TAHUN 2022.

NO

URAIAN KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI

Semarang

Akselerasi Penanggulangan
HIV dan AIDS di Kota

Rp  626.466.000

Rp

212.066.000

34%

Kegiatan TBC dan PPM di
Kota Semarang tahun 2022

Rp  520.700.000

Rp

473.745.000

91%

Pembiayaan Klaim Faskes
TBC TW 42021, TW1-2
2022 Kota Semarang

Rp 1.356.750.573

Rp 1.356.750.573

100%

Kegiatan Akselerasi Penanggulangan HIV dan AIDS, hanya terealisasikan sebesar

34%, karena belanja sesuai dengan kebutuhan.
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BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI- INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN

Dinas Kesehatan Kota Semarang merupakan Satuan Kerja Perangkat
Daerah di Kota Semarang yang memiliki tanggung jawab menjalankan kebijakan
Pemerintah Kota Semarang dalam bidang kesehatan.

Sejarah berdirinya Dinas Kesehatan Kota Semarang diawali dengan
diselenggarakannya Seminar Kesehatan tahun 1968 tentang perlunya
Pembentukan Balai Pengobatan dan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) yang
berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Untuk mengkoordinir
BP dan BKIA yang berada di wilayah Kotamadya Semarang, dan dalam rangka
meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dibentuklah suatu Dinas
Kesehatan (Dinkes) Kotamadya Dati Il Semarang.

Tahun 1973, BP dan BKIA tersebut diubah menjadi Pusat Kesehatan
Masyarakat (Puskesmas) yang mempunyai tugas melakukan pencegahan penyakit
menular seperti TBC, Cholera, Thypus dan memberikan pelayanan kesehatan
yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Sesuai dengan pasal 49, UU No.
5 Th. 1974 Jo. SK Mendagri No. 363 Th. 1977 dan Instruksi Mendagri No. 2 Th
1980, dan Perda No. 2 Th 1983, maka dibentuk Susunan Organisasi dan Tata
Kerja (SOTK) Dinkes Kotamadya Dati Il Semarang. Dalam perkembangan
selanjutnya, Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan menyangkut
penataan kelembagaan yang bertugas memberikan pelayanan di bidang kesehatan
masyarakat. Seperti Permendagri Nomor. 39 Th 1992 tentang Pedoman
Organisasi Dinas Daerah dan Kepemendagri No. 21 Th 1994 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. Sehingga dilakukan peninjauan

kembali Perda Kotamadya Dati Il Semarang tentang SOTK Dinkes.
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Demikian seterusnya hingga bergulir era desentralisasi yang ditandai dengan
diterbitkan UU No.2 Th 1999 diperbarui UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Dinas Kesehatan Kota Semarang menjadi salah satu Satuan
Kerja Perangkat Daerah di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 2 Tahun 2001 c.q. Surat Keputusan Walikota Nomor 061.1/172
Tahun 2001. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Semarang melalui Sekretariat

Daerah Kota Semarang.

KEDUDUKAN

1. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah

2. Kepala Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
VISI & MISI
Visi :
Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila
dalam Bingkai NKRI yan Ber-Bhineka Tunggal Ika
Misi :
“Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul

dan Produktif Untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial”
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TUGAS DAN FUNGSI
Tugas Dinas Kesehatan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di

bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi Dinas Kesehatan :

1.

10.
11.

Perumusan Kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang
pelayanan kesehatan, pencegahan pemberantasan penyakit, promosi
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, dan
kesehatan keluarga.

Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Kesehatan Kota
Semarang.

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
kesehatan, pencegahan pemberantasan penyakit, promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, dan kesehatan
keluarga.

Pembinaan umum bidang kesehatan meliputi pendekatan promotif,
kuratif, rehabilitative, berdasarkan kebijakasanaan yang telah ditetapkan.
Pembinaan pengendalian teknis di bidang pelayanan kesehatan dasar dan
upaya ksehatan rujukan, promosi kesehatan berdasarkan kebijaksanaan
yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah.

Penetapan angka kredit tenaga fungsional kesehatan

Pelaksanaan pertanggungjawaban kajian teknis/ rekomendasi perijinan
dan atau non perijian di bidang kesehatan.

Pelaksanaan, pemantauan, pengawasan pengendalian, monitoring,
evaluasi, dan pelaporan tehdap unit pelaksanaan teknis Dinas Kesehatan.
Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Kesehatan

Pelaksanaan pebinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian,

monitoring, evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan.
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Pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Kesehatan diantaranya :
1. UHC ( Universal Health Coverage )

Berdasarkan Perwal No.43 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan jaminan
kesehatan

- UHC (Universal Health Coverage) : Jaminan kesehatan secara menyeluruh
untuk warga kota semarang tanpa terkecuali dengan ketentuan yang belaku

2. Pelayanan yang diberikan

1. Rawat Jalan Tingkat Pertama di Puskesmas & Jaringannya

2. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan di RS dan BKIM/BP4

3. Rawat Inap Tingkat Pertama di Puskesmas

4. Rawat Inap Tingkat Lanjut kelas 111 di RS, BKIM/BP4

5. Pelayanan Gawat darurat ========> ambulan hebat

6. Pelayanan Transportasi Rujukan =======> ambulan siaga

7. Pelayanan Kesehatan ambulan motor untuk menjangkau pelayanan kesehatan
yang tidak terjangkau dengan mobil ambulan

6. Pelayanan obat di Puskesmas, RS, BKIM/BP4 berdasar pada formula obat
Jamkesmas

Pelayanan Umum Puskesmas Kota Semarang

Pelayanan umum yang diselenggarakan di Puskesmas di Kota Semarang, bersifat
terbatas sesuai fungsi Puskesmas sebagai pemberi layanan strata pertama.

Kegiatan layanan ini diselenggarakan di 37 Puskesmas, yang meliputi:

- Promosi Kesehatan
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- Kesehatan lingkungan

- Pencegahan & Penanggulangan Penyakit

- Kesehatan keluarga & reproduksi

- Perbaikan gizi masyarakat

- Penyembuhan penyakit & pelayanan kesehatan
Pelayanan Rawat Inap

Pelayanan rawat inap diluar rumah bersalin yang diselenggarakan di puskesmas di
Kota Semarang, bersifat terbatas sesuai fungsi puskesmas sebagai pemberi
layanan strata pertama. Kegiatan layanan ini diselenggarakan di 10 Puskesmas

Pelayanan Rawat Bersalin
Pelayanan rawat bersalin yang diselenggarakan di puskesmas di Kota Semarang,

bersifat terbatas sesuai fungsi puskesmas sebagai pemberi layanan bersalin strata
pertama. Kegiatan layanan ini diselenggarakan di 6 Puskesmas

3. Dukungan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam melaksanakan urusan kesehatan
berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kinerja meliputi JKN, Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK), dan Jamkesmaskot.

4. Laboratorium Kesehatan Kota Semarang telah mampu melaksanakan
pemeriksaan secara fisika-kimia (Fisika-Kimia Lingkungan : air bersih, air
minum, air kolam renang dan Kimia Makanan-Minuman : kemasan, catering,
rumah makan/restoran, jajanan anak sekolah, bahan makanan mentah) dan
mikrobiologi  (air minum, air bersih, makanan, minuman, usap alat, air

kolam renang, faeces).
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5. Perijinan Jasa Boga
Pengertian

Industri Rumah Tangga Pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat
usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi

otomatis

Dasar Hukum
a. Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang pangan

b. SK Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.5.1640 tentang tata cara
penyelenggaraan sertifikasi produk pangan industri rumah tangga

Perijinan Tenaga Kesehatan

ljin tenaga kesehatan (kecuali dokter), proses dilakukan di Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu Komplek Balaikota Semarang

Ketentuan Undang-undang yang menjadi landasan kegiatan operasional dalam
penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Tahun anggaran 2016 ini antara
lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;
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10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupatan-Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa
Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016

tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
932/Menkes/SK/V111/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan
Sistim Informasi Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
189/Menkes/111/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional,

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 11
seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan;

Peraturan  Daerah  Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun
Anggaran 2022;

Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022.
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BAB VII
PENUTUP

Sesuai dengan amanat Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun
2018 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Semarang dan Peraturan
Walikota Semarang Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Semarang, OPD Dinas Kesehatan selaku entitas akuntansi
harus dapat menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasai
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan
Catatan atas Laporan keuangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi
mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, neraca, dan kinerja keuangan
yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi
keputusan tentang alokasi sumber daya yang dikelola oleh OPD. Adapun secara
spesifik, tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang
berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas
entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Untuk
memenubhi Kriteri tersebut, maka laporan keuangan ini disusun dengan mengacu
pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2018 tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Kota Semarang.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan ini masih
menyisakan catatan-catatan bagi pengguna laporan, hal tersebut dimungkinkan
karena adanya perbedaan persepsi, kesalahan pengakuan, pengukuran dan
penyajian atau hal-hal lain diluar kemampuan kami. Untuk itu kritik, koreksi dan
saran kami harapkan untuk kesempurnaan laporan keuangan pada tahun-tahun
mendatang.

Semarang, 31 Desember 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Selaku Pengguna Anggaran

Dr. dr. MOCHAMAD ABDUL HAKAM, Sp.PD. FINASIM
Pembina
NIP. 19791114 200501 1 009
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